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Menirnbang : a.

GUBERNUR SUTAWESI SELI\TAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR e68/ VI / TAHUN 2O2s

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun
2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pernbangtrnan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pernbangunan

Jangka Menengal. Daerah, dan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah, rnaka Badan Perencanaan
Pernbangunan Penelitian dan Pengernbangan Daerah
rnenyarnpaikan selun.h rancangan akhir Perubahan
Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
kepada Gr.rbernur melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagairnana
dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Penetapan Perr.bahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Strlawesi Selatan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2O2l

b

Mengingat : 1.
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tentang Flarrnonisa.si Peraturan Perpajakan
(Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2O2L

Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara

Republik IndonesiaNornor 67361;

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nornor lO4, Tambal.an Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211;

Undang-Undang Nornor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbal"an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Takmn 2023
tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2C.22

tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara h.epublik Indonesia Tahun 2C23

Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2A22 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 67571;

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOA

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daera_l. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2LO, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2A);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun
2015 tentang Pernbentukzrn Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

Nornor 2036) sebagaimana tela"h diubah dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12O Tahun
2OLA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2OL5 tentang

4
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Pembentukan Prodr.rk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1s7);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perenc arraar,, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangr.rnan Daerah, Tata Cara
Evalt.asi Rancangal Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pernbanglrnan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jalgka Panjang Daeral. dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengall Daeral. ,

dan Rencana Ker;'a Pernerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor

1312);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun
2Ol9 tentang Sistem Informasi Pernerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta}un
20 19 Nornor 1 1 14);

Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 tentarrg Klasifrkasi, Kodefikasi dan
Nomenklattrr Perencanaan Pembangunan dan
Ker.rangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor laaTl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahwn 2022

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 59O)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Talrun 2Ol9 tentang Rencaaa Pembatrgunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-

2023, (l*mbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2O21 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembalgunan Jangka Menengah Daeral-r Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2O18-2023, (Ier::baran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Gubernr-rr Sulawesi Selatal Nomor 2O

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pernerintah

9
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Menetapkan

KESATU :

KEDUA

2o23 (l*rnbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022, Nornor 2Ol

14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nqrnor 9 Tahun
2022 tentartg Anggaral Pendapatan dan Belanja
Daeralr Tahr.n Anggaran 2023 (Lernbaran Daeratr
Provinsi Sulawesi Selatan Tahrln 2O22 Nomor'9);.

15. Perattrran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2O23 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peratural Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daeratr Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nornor 25);

MEMUTUSI<AN

I
.. . -XNDI-SUDIRMAN SULAIMAN'a - .. ,-.'

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat

:

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Prowinsi

Srrlawesi Selatan Tahun 2023, sebagaimarra
tercantum dalarn dokumen tersendiri yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan memiliki kekuatan rnengikat
sepanjang sesuai dengan ketentrlan Peraturan
Perundang-undanga-n. Apabila terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadal<an perbaikan
sesuai dengan ketentuan Peratr-rran Perundang-
urrdangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tangga-l 7 J:uni 2023

GUEERNUR SULAWESI SELATAN
2/z

\a



IIATA

L-i

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahNya serta usaha

yang sungguh-sungguh maka Perubahan Rencana Kerja

Tahunan atau Rencana Kerja Perubahan Perangkat

Daerah (Renja-P) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, dapat

diselesaikan sesuai amanah peraturan perundang-

undangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renj+P) ini adalah salah satu

dokumen perencanaan program dan kegiatan yang ada di semua perangkat daerah

untuk periode 1 tahun anggaran, Olehnya itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah

merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, dengan

berpedoman RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2A23.

Demikianlah sekilas pengantar buku ini, semoga dapat menjadi pedoman

dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi

tugas dan furrysidari BKAD Prov. SulSet. Sekian dan terima kasih.

Makassar, I Juni 2023

Kepala Keuangan dan Aset Daerah

Sulawesi Selatan

: Pembina Utama Madya

:19641231 199203 1 123
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BAB I

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk

perencanaan yang baik pula dan melibatkan

Dalam lingkup pemerintahan daerah di tingkat

sasaran yang diemban 'Perangkat Daerah" yang

govemance, sehingga perenmnaan bagi sebuah

tindakan masa depan

pihak yang berkepentingan,

, perencanaan pembangunan

perencanaan

Selain itu rencana

pada terwujudnya good

organisasi mutlak harus

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan itungkan sumber daya yang

tersedia. Pembangunan yang baik akan apabila diawali dengan

melibatkan partisipasi aktif dari perangkat daerah, dan kabupaten/kota.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan tahunan, disusun sebagai satu kewajiban bagi tiap

Undang-Undang Nomor25instansi (perangkat daerah) dalam melaksanakan

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana salah satu

tugas pimpinan perangkat daerah adalah

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan

kerja perangkat daerah menjadi salah satu alat menilai akuntabilitas kinerja

dalam mencapai tujuan danlnstansi Pemerintah sebagai wujud

ada sebagai arah dan acuan dalam mencapai tujuan

Olehnya itu, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sulawesi Selatan yang

merupakan salah satu perangkat daerah dengan dan fungsi selaku pengelola

keuangan dan aset di Pemerintah Provinsi Sulawesi , menyusun dokumen

Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) tahun 2023 menjadi pedoman dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat secara khusus di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sekaligus tercapainya sasaran

pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

secara umum ditahun 2023.

Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi

I

daerah, tata cara
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evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan

jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Renja perangkat

daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

Perubahan RKPD.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan rencana kerja perangkat daerah

(Perubahan Renja-PD) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;

,/ Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim

penyusun rencana kerja perangkat daerah

{ Orientasi mengenai rencana kerja perangkat daerah

./ Penyusunan agenda kerja

,/ Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Sistem lnformasi Perangkat Daerah (SIPD),

2. Penyusunan rancangan awal;

./ Penyusunan rancangan awal rencana kerja berpedoman pada rencana

strategis perangkat daerah, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah

tahun lalu dan hasil evaluasi rencana kerja tahun berjalan.

3. Penyusunan rancangan;

./ Menyempumakan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah

berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan

rencana kerja perangkat daerah.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;

{ Forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala

perangkat daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas

dan fungsi perangkat daerah, yang bertujuan untuk memperoleh masukan

dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat

daerah.

2
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5. Perumusan rancangan akhir;

r' Menyempumakan rancangan rencana kerja perangkat daerah menjadi

rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan

Kepala Daerah tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

6. Penetapan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rencana Ke[a Perangkat Daerah

sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran

dari Rencana Skategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan daerah.Olehnya itu, satu sama lain harus saling terkait, baik

tahapan pelaksanaannya, maupun isi dari tiap dokumen. Dengan demikian, hasil

dari pembangunan daerah yang akan dicapai nantinya merupakan cerminan dari

dokumen perencanaan yang telah dibuat, demikian pula sebaliknya dokumen

perencanaan yang telah dibuat adalah cerminan hasil pembangunan yang akan

dicapai.

Dengan demikian, diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam

Rencana Strategis dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga

diharapkan proses pembangunan tenrvujud dalam suatu sistem yang terencana

dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah disa.likan melalui bagan alir dibawah

tnt
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Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

4
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1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 1O4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAM tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2@8 Nomor

21, Tambahan Lembarian Negara Republik lndonesia Nomor4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BG Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerya Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem lnformasi

Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor M Tahun 2020 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

5
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Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016, Tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerla Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubemur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

9. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan daerah yang

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

2. Agx tersedia dokumen perencanaan tahunan yang akuntabel untuk menjadi

pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dalam menganggarkan program dan kegiatan pada tahun 2023.

3. Agar tersedia rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator

kinerja yang ingin dicapai terkait urusan pengelolaan keuangan dan asset

daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang

lebih tajam agar menjadi pedoman bersama dalam mencapai sasaran strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pengelolaan keuangan dan

asset daerah di tahun 2023
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1.4.

Secara umum, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di

tahun 2023 berupaya merumuskan kebijakan dan program pengelolaan keuangan

dan aset daerah sehingga lebih mengarah pada pencapaian Sasaran Strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan tuiuan untuk:

1. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran - Perangkat

Daerah (RKA-PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran 2023.

2. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan dan Tahunan di tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasamya merupakan kewajiban Kepala

Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja

pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urut sebagai berikul:

KATA PENGANTAR

BABI : PENDAHULUAN

(berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja

perangkat daerah, landasan hukum, serta sistematika penulisan)

1.1. Latar Belakang

(Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renia

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
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BAB II

Daerahdengan Renja l(L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta

tindak lanjuhya dengan proses penyusunan RAPBD)

1.2. Landasan Hukum

(Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketenfuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, keB€nangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah)

1,3. Maksud dan Tujuan

(lllemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah)

1.4. Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA

(berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun

Tahun 2023 sampaidengan Triwulan ll)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra

(capaian pada tahun n-2, n-1 dan target n-tahun rencana dikaitkan

dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. lsulsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

(isu-isu penling dalam penyelenggaraan Tupoksi dalam bersinergi

dengan kab/koh, dan dalam pencapaian vbi misi RPJMD)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(penjelasan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil

kebutuhan Peragkat Daerah)

2.5, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(diuraikan hasil kajian terhadap programfl(egiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, prguruan tinggi maupun

dari perangkat daerah kabupalenftota yang langsung ditujukan kepada

perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi perangkat daerah provindi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota )
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BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

(berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

Renia, serta program dan kegiatan)

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3,2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta

penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan)

4.'1. Rencana Kerja dan Pendanaan

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

5.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB V
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BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pada tahun 2023 ini, terdapat 2 Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset

Daerah dalam kurun waKu periode renstra temisa yakni sebagai berikut :

1 . Meningkafl<an Akuntabilitas Perangkat Daerah

2. Meningkat<an Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

(Tertib, Taat Aturan, Transpanan dan Akunhbel)

Dari tujuan tersebut diatas, maka selanjuhya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang terfuang dalam

Renja BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 2 Sasaran yang ingin dicapai Badan

Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode Perubahan Rensfa BKAD

2018 -2023 adalat

Sasaran I

l\,leningkatnya Akuntabilitas Kinerja,Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat

Daerah, yang terdiri dari 3 indikator sebagai berikut :

1 . Persentase Temuan Material

2. PersentaseASN Nilai SKP Kategori Baik

3. Persentase Nilai SAKIP OPD

Sasaran ll

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang ltlilik Daerah yang Berkualitas (Tertib,

Taat Aturan, Transpanan dan Akuntabel), yang terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

'1. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu

2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapa$<an Opini WTP

3. Tingkat Kepafuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran

Sesuai Ketentuan

4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Tepat Waktu

t0
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5. Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD

Dan pada tahun 2023, terlihat capaian dari 5 indikator yang ada dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis yang mendukung lndikator Kinerja Daerah pada BKAD Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Capaian lndikator Kinerja Sasaran Strategis
"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah"

Tahun 2023

n
DERUBIIIAT NErcATAI(ENIA (RETtr.P' IAIIUT ?OI'

Tingkat Kepatuhan

Perangkat Daerah Dalam

Penyampaian RKA Tepat

Waktu

100% (Jumlah RKA

Perangkat Daerah

Yang Disampaikan

Tepat Waktu :

Jumlah Perangkat

Daerah ) x 100%

Persentase

Kabupaten/Kota Yang

Mendapatkan Opini WTP

96% 91% 94,790/0 (Jumlah

Kabupateni Kota

Yang Mendapat

Opini WTP dari BPK

Rl : Jumlah

Kabupalen/Kota Se

Sulawesi Selatan) x

1000/o

Tingkat Kepatuhan

Perangkat Daerah Dalam

Pengajuan Dokumen

Pembayaran Sesuai

Ketentuan

100% (Jumlah Dokumen

Pembayaran yang

Disampaikan :

Jumlah Jumlah

Perangkat Daerah)

x 100%

Tingkat Kepatuhan

Psrangkat Daerah Dalam

Penyampaian Laporan

100% 100% 100% (Jumlah Laporan

Keuangan

Perangkat Daerah
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Keuangan Tepat Waktu yarg Disampaikan

Jumlah Perangkat

Daerah )x 1 00o/o

Kontribusi Pendapatan

Dari Pengelolaan BlvlD

Terhadap PAD

1,50/o 0,17Yo 11,33Y0 Persentase PAD

Yang Diperoleh Dari

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Dari tabel diatas, tedihat bahwa hingga Triwulan ll belum ada realiasi terhadap

Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu dan Persentase Kabupaten/Kota

Yang Mendapatkan Opini WTP sehingga penetapan APBD di tahun 2023 belum terlaksana

sesuai dengan aturan perundang-undangan utuk dapat dibuatkan Perda tentang APBD

Tahun 2023.

Kemudian, dari segi alokasi belanja, tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam

Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan ditetapkan 0%. Capaian ini

didapat dari rata-rata capaian indikator pada program perencanaan dan penganggaran

keuangan daerah.

Selanjutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga berjalan dengan baik

seperti tahun{ahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya, Yang

dimana Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Tepat Waktu dengan target yang di tetapkan 100 0/o sudah mencapai realisasi 100%

Sementara itu, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 24

kabupaten/kota, hasil yang ingin dicapai di lahun ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat

mendapatkan Opini WTP dari BPK Rl.

Dari segi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kontribusi Pendapatan Dari

Pengelolaan BMD Terhadap PAD yang di targetkan '1,5% hingga Triwulan ll tahun 2023

realisasi sebesar 0,17Y0 dengan capaian 1 1,33%.

Pada tahun 2023, BKAD Prov. SulSel menjalankan 3 Program dan 14 Kegiatan

dan 64 Sub Kegiatan, dimana dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis kedua

terdapat Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
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1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daenh,dengan rincian

'10 Sub Kegiatan sebagai berikut

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan realisasi Jumlah Jumlah

Dokumen KUA dan PPAS Yang Telah Dikoordinasikan dan Disepakati hingga

Triwulan ll Tahun 2023 belum ada terealisasi;

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan

realisasi Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Telah

Dikoordinasikan dan Disepakati hingga Triwulan ll Tahun 2023 belum ada

terealisasi;

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifkasi RKA - SKPD, dengan realisasi Jumlah

Dokumen Hasil Verifikasi/ Asistensi RKA SKPD yang Dibuat hingga Triwulan ll

Tahun 2023 belum ada terealisasi;

4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RJ0-SKPD, dengan realisasi

Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Verifikasil Asistensi RI(AP SKPD yang Dibuat hingga

Triwulan ll Tahun 2023 belum ada terealisasi;

5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD, dengan realisasi Jumlah

Dokumen Hasil Verifikasi / Asistensi DPA-SKPD Yang Dibuat dan Jumlah SK

Pengesahan DPA-SKPD yang Diterbifl<an hingga Tnwulan ll Tahun 2023 terealisasi

sebesar 53 OPD dengan capaian '100%;

6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD, dengan realisasi

Jumlah Dokumen Hasil Veritkasi / Asistensi DPPA-SKPD Yang Dibuat dan Jumlah

SK Pengesahan DPPA SKPD Yang Diterbitkan hingga Triwulan ll Tahun 2023

belum ada realisasi;

7. Koordinasi dan Penyusunan Perafuran Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan realisasi hingga Triwulan ll Tahun 2023

belum terealisasi;

8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan realisasi

hingga Triwulan ll Tahun 2023 belum terealisasi;

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulai serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan

realisasi Jumlah regulasi keuangan daerah terkait perencanaan dan penganggaran

yang disusun hingga Triwulan ll Tahun 2023 adalah sebanyak 1 Perda/Pergub

(20.00%);
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1 0. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan realisasi Jumlah laporan

hasil koordinasi terkait perencanaan Anggaran Belanja Daerah Telah dilakukan

pergeseran anggaran.

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota,dengan

rincian 7 Sub Kegiatan sebagai berikutl

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KabupatenlKota dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota,

dengan realisasi Jumlah SK Gubemur Terkait EvaluasiAPBD KabupatenKota Yang

Diterbitkan hingga Triwulan ll Tahun 2A23 adalah sebanyak 0 SK Gubemur;

2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KabupatenlKota

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

KabupatenKota, dengan realisasi Jumlah SK Gubemur Terkait Evaluasi Perubahan

APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbifl<an hingga Triwulan ll Tahun 2023 belum ada

terealisasi;

3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota, dengan

realisasi hingga Triwulan ll Tahun 2023 belum terealisasi;

4. Asistensi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota, dengan realisasi Jumlah

dokumen pembinaan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten/kota hingga

Triwulan ll Tahun 2023 adalah sebanyak 0 Dokumen;

5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan, Dengan realisasi 1 kali pelaksanaan

sosialisasi regulasi bidang keuangan, 82 ASN Laki-LakiYang Diundang Mengikuti

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah dan 43 ASN Perempuan Yang Diundang

Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah hingga Triwulan llTahun 2023;

6. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

KabupatenKota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD KabupatenlKota, dengan realisasi hingga

Triwulan llTahun 2023 belum terealisasi;
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7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah, dengan

realisasi 2 Laporan Rekonsiliasi realisasi Banfuan Program ProMnsi Untuk

Kabupaten/Kota, 6 Laporan Rekonsiliasi realisasi Bagi Hasil Untuk Kabupaten/l(ota

dan 2 Laporan Rekonsiliasi realisasi Banfuan Keuangan Unfuk KabupatenKota yang

disusun hingga Triwulan llTahun 2023.

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah,dengan tincian 7 Sub

kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Adapun realisasi 2 Dokumen

Pengelolaan Kas Daerah,2 Laporan hasil koordinasi pengelolaan kas Daerah dan

Bendahara Yang Dibina Terkait Aturan Pengelolaan Kas Daerah hingga triwulan ll

tahun 2023:

2. Penyiapan Pelaksanaa Pengendalian Anggaran Kas dan SPD, Adapun realisasi

Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD ) Yang Diterbitkan hingga triwulan ll tahun

2023 sebanyak 323 SPD (44.800/");

3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, Adapun realisasi 2

Dokumen pengelolaan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat,

2 Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring pengelolaan dana

perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat hingga triwulan ll tahun

2023;

4. Koordinasi Pelaksanaan Keqasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Adapun realisasi 0

Dokumen Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah, 2 dokumen hasil koordinasi

terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bank, 2 dokumen hasil

koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank

dan 2 dokumen hasil pemantauan Transaksi Non Tunai hingga triwulan ll tahun

2023;

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran lGs

Daerah, Laporan Alinan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pernotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Adapun realisasi 6 Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,2 Dokumen Hasil koordinasi terkait

realisasi penerimaan, pengeluaran kas dan Pemungutan/Pemotongan dan
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Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan 6 Laporan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

hingga triwulan ll tahun 2023;

6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan

Pemotongan atas SP2D Dengan lnstansi Terkait, Adapun realisasi 'l Dokumen

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan

Pemotongan atas SP2D hingga triwulan ll tahun 2023;

7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun

realisasi 6 laporan rekapitulasi penyaluran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan

kepada pemerintah kabupaten/kota, 2 dokumen hasil pembinaan penatausahaan

bagi hasil pajak, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota hingga

triwulan ll tahun 2023.

4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah,dengan rincian 5 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,

Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, dengan realisasi 53 Laporan Keuangan

Tahunan SKPD, 0 Laporan Keuangan KonsolidasiBulanan SKPD, 0 Laporan

Keuangan Konsolidasi Triwulan SKPD 7 Laporan Keuangan Tahunan BUMD 1

Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi SKPD hingga triwulan ll Tahun 2023;

2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah, Adapun realisasi 318 Surat PengantarPenerbitan SP2D GU|IU OPD dan

159 Dokumen Hasil Verilikasi Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD yang

Dibuat Hingga Triwulan ll Tahun 2023;

3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Peniabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi, dengan realisasi 0 Buku LKPD Audited yang disusun, 1 Buku LKPD

Unaudited, 1 Buku Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, 1 Buku Rancangan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang disusun Hingga Triwulan ll Tahun 2023;

4. Penyusunan TanggapanTindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan

Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD, Adapun realisasi 22 Dokumen Temuan

Keuangan yang diproses Tuntutan Ganti Rugi Hingga Triwulan ll Tahun 2023;

t6

DADti ftuttctt Dti atEtDtlDtu DDovltn nn-rwEi ttLttat
PERUBAHAX NEHCf,XA TENIA (NETIA.D, TAIIUX 

'OI'



5. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

Hingga Triwulan ll Tahun 2023 terealisasi 1 kali Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntasi dan Pelaporan Keuangan.

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

'1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga

Pinjaman Pemerintah Daerah Dengan Realisasi 2 Dokumen Pembayaran Bunga

Pinjaman (500/o),2 dokumen bantuan keuangan kab/kota (50%),2 dokumen dana

darural dan mendesak (50%) dan 2 dokumen dana bagi hasil yang disalurkan

(25%) hingga Triwulan ll Tahun 2023.

l7

PERUBATIf,T RETIATAT(ENIA (NEtlf,.P, ?IIIlUi 
'0"DIDAi ITiUAiGf,i DIi IIEI DIEDAII DTOvli'l Nlt.lIYETI *T,I'Ai

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga, dengan realisasi 2 laporan hasil koordinasi dan

survey harga terkait penyusunan standarisasi harga satuan barang dan jasa

Hingga Triwulan ll Tahun 2023;

2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Slandar Kebutuhan Barang Milik

Daerah belum terealisasi hingga Triwulan ll Tahun 2023;

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terealisasi 1 Dokumen

hingga Triwulan ll Tahun 2023;

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan realisasi 53 berita acara hasil

Rekonsiliasi aset tetap, 0 dokumen Penatausahaan Aset Tetap, 1 dokumen

Penatausahaan Barang Persediaan, 0 Laporan Barang Milik Daerah, 1 Laporan

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD, 0 Laporan Rekonsiliasi Aset

SMA/SMI(SLB hingga Triwulan ll Tahun 2023;

5. lnventarisasi Barang Milik Daerah Hingga Triwula ll Tahun 2023 belum ada

realisasi;

6 Pengamanan Barang Milik Daerah terealisasi 1 Laporan hingga Triwulan ll Tahun

2023;

7. Penilaian Barang Milik Daerah belum terealisasi hingga Triwulan ll Tahun 2023;

8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan

realisasi 0 Laporan hasil pembinaan pengelolaan barang milik daerah pada OPD

hingga Triwula ll Tahun 2023;

9. Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah dengn realisasi 27 OPD yang ditetapkan



Status Penggunaannya, 0 Dokumen Hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan dan 1 Keputusan Gubemur tentang Penghapusan BMD yang Diterbitkan

hingga Triwulan ll Tahun 2023.

Adapun Sasaran Strategis yang pertama, yakni berhubungan erat dengan

pengembangan intemal dari BKAD Prov. SulSel yang meliputi peningkatan akuntabilitas

kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Terdapat 3

indikator yang ingin dicapai yakni Persentase Temuan Material dalam hal ini,

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun tersebut. Tipe pencapaian untuk

indikator ini bersifat menurun. Capaian Pecentase OPD yang tidak mendapat temuan

berindikasi tindak pidana korupsi yang material yang merupakan indikator kinerja dari

sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan yang ada di BKAD dengan target persentase

minimal 0,75%, Selanjutnya Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dengan taerget

100% dimana Setiap Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Kerja BKAD diharapkan

mendapat pencapaian kinerja yang baik dan terus meningkat, Kemudian dari

Persentase Nilai SAKIP OPD juga belum menunjukkan hasil dengan target capaian

81%, dimana capaian nilai SAKIP tahun 2020 yang diperoleh yakni Predikat A. Hal ini

menunjukkan, BKAD Prov. SulSel menunjukkan perhatian yang serius dalam

mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, intemal

maupun ekstemal. untuk lebih jelasnya, dijelaskan di tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Capaian lndikator Kinerja Sasaran Strategis

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah"

Tahun 2023
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1% 0% (Jumlah Temuan

Pemeriksaan Material I

Jumlah Realisasi Belanja

Daerah)x100%

Persentase ASN Nilai SKP

Kategori Baik

100% 10070 100% (Jumlah ASN oengan Nilai

SKP Kategori Baik : Jumlah

ASN BPKD) x 100%

Persenhse Nilai SAKIP 0PD 81"k 810/" '100% Hasil Survei Kepuasan

MasyarakauAsN Terhadap

Pelayanan Perangkat Daerah
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lndikator Kineria Target Realisasi o/o Capaian Ket.

Persentase Temuan Material



Dari analisis capaian kinerja Sasaran pertama diatas, dapat dilihat bahwa BKAD

Prov. SulSel dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN, meningkatkan capaian

kinerja serta meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diharapkan berjalan

baik dengan berbagai upaya yang akan dilakukan anta6 lain perbaikan fasilitas dan

sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan

dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan

pertemuan intemal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing

unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada

pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan professional.

Pada tahun 2023, BKAD Prov. SulSel menjalankan 1 Program, S Kegiatan dan 22

Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian Sasaran pertama, dengan rincian sebagai

berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi 2

Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 Dokumen Peqanjian Kinerja,

1 Dokumen Rencana Aksi, 1 Dokumen Rensha Yang Disusun hingga

Triwula llTahun 2023;

2. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD dengan realisasi 2 Dokumen Hasil

Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen RKA dan

DPA dan 1 Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun hingga Triwula ll Tahun

2023,

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 21 Dokumen Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah,2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi,

Konsultasi dan Evaluasi Pengelolaan Kineda Perangkat Daerah dan 6

Dokumen Hasil Pengelolaan Data Dan lnformasi Kinerja Yang

Dikumpulkan hingga Triwulan ll Tahun 2023.
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2. Adminiskasi Keuangan Perangkat Daerah

'1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi 9 Dokumen Gaji

dan Tunjangan Yang Terbayarkan hingga Triwula ll Tahun 2023;

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD

dengan realisasi 767 Dokumen Penguiianly'eriflkasi Keuangan SKPD dan

12 Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang Di Buat hingga

Triwulan ll Tahun 2023;

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan realisasi 6 Laporan

Keuangan SKPD Berbasis Akrual Yang Dibuat dan 2 Dokumen Hasil

Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan hingga

Triwulan ll Tahun 2023;

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan

realisasi 3 Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan 2 Dokumen Hasil

Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi LHP hingga Triwulan ll Tahun

2023,

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan,

Semesteran SKPD dengan realisasi 2 Laporan Triwulan SKPD, 2

Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan

Pertanggungjawaban BTL, 1 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan

konsultasi Laporan Keuangan, 'l Dokumen Prognosis, 6 Laporan

Keuangan Bulanan dan 1 Laporan Semester Yang Dibuat hingga Triwulan

ll Tahun 2023.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi 'l

Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, 1 Dokumen Hasil Koordinasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah, 1 Laporan Barang Pengguna

Semesteran dan Tahunan, 1 Laporan Hasil Pemeliharaan Barang, 1

Laporan Hasil Pencatatan dan lnventarisasi Barang Milik Daerah dan 1

Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa hingga Triwula ll Tahun 2023.

tl. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belum

terealisasi;

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi 2

Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pendataan dan
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Pengolahan Data Kepegawaian dan 6 Jumlah Dokumen Administrasi

Kepegawaian Yang Diolah dan Disusun hingga Triwulan ll Tahun 2023

3. Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Belum terealisasi

4. Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-Undangan Belum

Terealisasi hingga biwulan ll Tahun 2023

5. Adminishasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen lnstalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor

dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Penyediaan Komponen lnstalasi

ListriUPenerangan Bangunan Kantor hingga Triwulan ll Tahun 2023;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi 6

Dokumen Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hingga

Triwulan ll Tahun 2023:

3. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi 6 Dokumen Hasil Fasilitasi

Kunjungan Tamu hingga Triwulan ll Tahun 2023;

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi

6 Dokumen Hasil Pelalsanaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD

hingga Triwulan ll Tahun 2023.

6. Pengadaan Barang tilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 . Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya hingga Triwulan ll Tahun 2023.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik denagn

realisasi 6 Dokumen biaya tagihan telepon, air dan listrik hingga Triwulan ll

Tahun 2023.

8. Pemeliharaan Barang illilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi 6 Dokumen

pajak kendaraan dinaVoperasional Roda 4 dan Roda 2 dan 6 Dokumen

kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 Yang dipelihara hingga

Triwulan ll Tahun 2023;
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2. PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan

realisasi 2 Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya hingga Triwulan ll Tahun 2023;

3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya dengan realisasi 2 Dokumen Hasil

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya hingga triwulan ll Tahun 2023.

Secara lebih lengkap, hasil capaian kinerja program dan kegiatan BKAD Prov. Sulsel

tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut ini :

22

DCRUDAIIAT RETCf,TA TEnlA (REiTA.D' If,IIUX 
'O''SIDII TEIIIIGII Dfi I'!I DTETTI DIoVNN il]IDI'l ETrlil



I}

TABEL T.C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSAiIAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN 2023

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

. zi.t
: ,- ---

{;

1 2 3 4 5 6 7 I I
5 UIISUR PENUN,IANG URUSAN

PEMERINTAHAN

05.02 KEUAI{GAN

05.02 Eadan Xeuan8an dan Aset
Daerah

Pelsentaae Pcls€tujuen Beisama
Ranperda APBD Pokok dan APBD
Perubahan fdng Tepat Waktu

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pe6entasa Penyampaian
Ranperda Partan8gun8iawaban
Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

%

%

100.0

100.0

2,209,807 ,LL7 ,527.0 100.0

100.0

2,2O9,4O7 ,tL7 ,52L.O 2,s6234L,L*,602.O 0.0

100.0

1,751,8(r,S61,979.75 0.0

100.0

68.76 0.0

100.0

79.79
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TARGcI RENSTiA PAOA

TAHUI{ 2018 s/d 2023 (Akhk
P.TIode RENSTRA PERANGI(AT

DAERAH)

TARGET KII{ERJA DAI{ ANGGANAN RINJA SKPDTAXUIi
EERJAIA YANG Dr EVATUAS| (2023)

REALISASI CAPAIAI{ XII{ERJA

OAN ANGGARAN RENJA S(PD
YANG Dr EVA|-UASI (2023)

(Tahun n-1)

TIN6XAT
CAPAIAT{

I(I{ERJA DAN
REAI.ISASI

At{GGARAI{

RXPOTAHUN
n-l lX)

TINGKAT

CAPAIAI{
I(NERJA DAN

REATISASI

ATIGGARAT{

RP,MD 
'/d

KODE

URUSAN/BIDAI{G URUSATI

PEMERINTAH DAERAI{ DAN
PROGRAM/XEGIATAN/SUBXEGI

ATAN

INDII(ATOR I(I{ER'A
PROGRAM/XEGIATAN/Y,IBXEGI

ATAfl

SArU
AN

K Rp K Rp. (RCNJA) Rp, {DPA) K Rp. K Rp. x Rp.

ttI



Pe6entase serapan belanja
daerah

Tintkat Kepatuhan Kab/Kota
dalam menyampaikan Ranperda
dan Ranperkada APBD untuk di
evaluasl tepat walCu

Tingkat Kepatuhan Kab/Kota
dalam menyampalkan Ranperda
dan Ranpertada
Pertang8untiawaban
pclaksanaan APBD untuk
dievaluasi tepat waktu

96

x

%

96.0

100.0

100.0

96.0

100.0

100.0

32.95

0.0

0.0

u.32

0.0

0.0

?4.32

0.0

0.0

5.02.02.
1.01

Koordlnasl dan Penyusunan
Rencana Antgaran Daerah

capalan Pelakanaan Ketlatan
Koordlnasl dan Penyusunan
Rencana Antgaran Daerah

% 100.0 4,260,105,4(x).0 100.0 4,260,105,400.0 3,853,530,0(x).0 20.25 1,34n,939,997.9 20.25 34.88 20.25 31.55

5.02.02.1.0
1.01

Koordinasi dan Penyusunan KUA

dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS

yang Disusun

Doku

men
2.0 132,967,600.0 2.O 132,957,600.0 59,395,000.0 0.0 39,396,000.0 0.0 56.33 0.0 721.40

5.02.02.1.0
1.02

Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan KUA dan Perubahan

PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA

dan Perubahan PPAS yang

Disusun

Doku
men

2.O 17,988,000.0 2.O 17,988,000.0 40,848,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.89

5.02.02.1.0
1.03

Koordinasi Penyusunan dan
Verifikasi RKASKPD

Jumlah RKA-SKPD yang

Diverii:-Ekasi

Doku

men
53.0 268,655,000.0 53.0 258,655,000.0 309,870,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.02.02.1.0
1.04

Koordinasi Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKASKPD

Jumlah Perubahan RKASKPD yang

Diverii-0kas
Doku
men

53.0 258,555,000.0 53.0 258,655,000.0 312,905,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.46
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53.0 20,000,000.0 53.0 19,822,978 _0 100.0 99.11 100.0 99.115.02.02.1.0
1.05

Koordinasi Penyusunan dan
Verifikesi DPA SKPo

Jumiah DPA-SXPD yang

0iverii-dkasi
Doku 53.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Koordinasl Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan OPAS(PO

l!mlah Perubahan OPASKPO yang

Dlverli-dkasl
Doku 53.0 20,000,000.0 53.0 20,000,000.0 20,000,000.0 33.0 0.0 62.26 62.26s.02.02.1.0

1.06

25.05.02,02.1.0
1.07

Koordinasl dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Kepala Daerah

tentanS Penjabaran APBO

Jumlah Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Xepala

Daereh tentang Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan oaerah tentanS
APBD dan Peraturan Xepala

Daerah tentanB Penjabaran APBD

ooku 4.0 2,437,029,000.0 4.0 2,437,029,000.0 2,354,469,000.0 1.0 1,086,903,867.0 25.0 46.76 44.60

Jumlah Peraturan 0aerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Doku M5,242,@O.O 3.0 403,s60,000.0 0.0 63,425,560.0 0.0 15.72 0.0 91.645.02.02.1.0
1.08

Koordlnasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dao Peraturan
Kepala Daerah tentanB
Penjabaran Perubahan APBD

5.0 134,532,502.0 20.0 40.46 20.0 20.115.02,02.1,0
1.09

Koordlnasi dan Penyusunan

Re8ulasi serta Kebijakan 8idan8
AngSaran

Jumlah Dokumen ReSulasl serta
Kebijakan EidanSAnggaran

Doku 549,568,800.0 649,568,800.0 332,481,000.0 1.0

100.0 1,950,870,700.0 100.0 1,950,870,7d),0 2.062,323.300.0 0,0 537,420,330.0 0.0 25,06 0.0 27.555.02.02.
1.02

Pemblnean Pengelolaan
Keuangan Daeaeh

Kabup.tenKota

capalan Pelaksanaan Pemblnaan
Terhadap Pea€ncanaan ang8alan
Daelah l(abupaten/Kola

%
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% 100.0 100.0 24.O2 24.O2 24.O2

5.02.02.1.0
2.02

Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentanS APBD

KabupatenKota dan Rancangan
Peraturan xepala 0aerah tentang
Penjabaran APBD KabupalenXota

Jumlah Laporan Hasil Evalirasi
Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi
Xabup.ten/Kota

Lap 24.
0

347,029,mO.0 24.
0

347,029,m0.0 393,429,800.0 0.0 181,940,190.0 0.0 46.24 0.0 52.41

5.02.02.1.0
2.03

Evaluasi RancanSan Peraturan
Daerah tentan8 Perubahan APBD

XabupatenKota dan Rancangan

Peraturan l(eoala oaerah tentana
Penjabaran Perubahan APBD

XabupatenXota

Jumlah Laporan Evaluasi
Rancantan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBO

Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan(epala 0aerah tentanS
Penjabaran Perubahan APg0
Kabupaten/Kota

tapor 24_O 312,235,000.0 24_0 312,235,m0.0 230,435,100.0 0.0 63,420,000.0 0.0 27 _52 0.0 160.18

5.02.02.1.0
2.O4

Evaluasi Rancan8an Peraturan
Daerah tentang
PertangSungiawaban

Pelaksanaan APBD

KabupatenKota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentanB
Penjabaran Pertang8unEjawaban

Pelakanaan APBD

KabupatenKota

lumlah Laporan Evaluasi
RancanSan Peraturan Daerah
tentang PenanSSunSjawaban

Pelaksanaan APgD
xabupaten/(ota dan Rancan8an
Peraturan l(epala Daerah tentan8
Penjabaran PertangSungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Lepor 74_O 499,986,100.0 7 4.O 499,986,100.0 499,984,800.0 0.0 100,731,000.0 0.0 20.15 0.0 104.23

5.02,02.1,0
2.06

Sosiallsasi ReSulasi Bid6ng
Keuangan Daerah

Jumlah [aporan Hasil Sosialisasi
Regulasi Sidang Keuan8an

Lapor 2.0 611,523,000.0 2.0 611,523,000.0 468,485,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.02,02.1.0
2.72

Koordinasi dan Penyusunan
[iporan Keuan8an Pemerintah
Deeaah xonsolidasian Provinsi

dan Kabupaten(ota dan Statistik
Keuangan Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Xeuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/xota dan Starlstlk
l(euanBan Pemerintahan Oaerah

Doku 361.0 179,997,600.0 361.0 179,997,600.0 169,996,200.0 215.0 73,951,559.0 59.55 43.50 59.56 41.08
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5.02.02,
1.03

l(oordinasi dar Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Capalan Pelaksanean Xoordlna5i
dan Peng€lolaar
Perbendaharaan oaerah

Rata-Rata Capalan Pelaksanaan
Eelanja Daerah P€r.ntkat
Daerah Sulauresi selatan

%

%

100.0

95.0

3,750,000,000.o 100.0

9S.0

3,498,309,800.O

32.9S

38.50 1,536,758,770.0 38.50

34.68

43,93 38.50

34,68

40.983,750,fi)o,0,00.0

5.02.02.1.0
3.01

Xoordinasi den Pengelolaan xas
Daerah

JumlBh Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pengelolaan Kas Daerah

Do

kume
10

0
1,900,000,000.0 10.

0
1,900,000,000.0 1,724,573,800.0 5.0 833,726,635.0 50.0 48.34 50.0 43 88

5,02.02.1.0
3.03

Penyiapan Pelak$naan
Pengendalian dan Penerbitan
AnSgaran Kas dan 5P0

lumlah Dokumen Hasil

Pengendallan dan Penerbitan
An8garan (as dan SPD

Doku
men

121.0 2 s0,000,000.0 721.O 721.O 113,227 ,646.0 100.0 56.61 100.0 45.29250,000,000.0 2 00,000,000.0

s.02.02.1.0
3.05

Koordinasl Fasilitasi As istensi
Sinkronisasi Sup€rvisi Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan 0ana
PerimbanSan dan Dana Transfer
talnnya

Jumlah 0okumen Hasil
(oordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana PerimbanSan
dan Dana Transfer Lainnya

Doku 8.0 450,000,m0.0 8.0 450,000,000.0 429,997 ,0oO.O 2.0 120,776,792.0 2s.0 28.O7 25.O 26.83

5,02.02.1.0
3.05

xoordinasl Pelaksanaan
Keriasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
lembaga Xeuangan Eank dan
tembaga Keuangan Bukan Bank

lumlah Dokumen Hasil

Koordlnasl, Pelaksanaan Keda

Sama dan Pemantauan Transal(si
Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan lembaSa
KeuanSan gukan Bank

Doku 13.0 370,000,000.0 13.0 370,000,000.0 344,987,m0.0 3.0 132,339,832.0 38.36 23.08 35.7123.08



5.0r.02.1.0
3,Ai

(oordlnari dan Penyusunan

Laooran Realisasi Peneramaan

dan Pengeluaran Kas Daerah

Laporan Aliran Kas dan

Pelaksanaan
PemungutanPemotonBan dan
Penyetoran PerhitunSan Fihak

KetiSa PFK

Jumlah Laporan Reallsasi

Penetimaan dan Pengeluaran Kas

Da€rah, laporan Aliran Xas, dan
Pelaksanaan

Pemu nS t t a n/Pemotonsan dan
Penyetoran Perhitunaan Fihak
KetiSa (Pf[]dan taporan Hasil
xoordinasi dalam rangka

Penyusunan Iaporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran l(as

Daerah, Laporan Aliran Xas, dan
PelalGanaan
Pemungutan/Pemotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak
xetlEe (PFK)

Lap 28.

0
150,000,@0.0 2A

0
150,000,000.0 268,752,m0.0 13.

0
a2,830,732.O 46.43 30.82 46.43 53.22

5.02.02.1.0
3.09

Rekonsillasl Data Penerlmaan dan

Pengeluaran Xas Serta
Pemungutan dan PemotonSan

Atas SPo denSan lnstansiTerkait

Jumlah 0okumen Hasll

Rekonsiliasl Data Penerimaan dan
Pengeluaran Xas serta
Pemungutan dan Pemotongan
atas SP2D dengan lnstansiTerkait

Doku 4.0 r30,000,000.0 4.0 130,000.000.0 130,000,000.0 2.0 47 ,821 ,118-0 50.0 36.79 50.0 36.79

5.02.02.1.0
3.11

Pembinaan Penatausahaan

Keuangan Pemerintah
Kabupaten(ota

Jumlah OranSyang MenBikutl
Pembinaan Penatausahaan
(euangan Pemerintah
l(abupaten/l(ota

OranB 75.0 500,000,000.0 75.0 soo,000,000.0 400,000,000.0 0.0 206,090,015.0 0.0 51.52 0.0 4t.22

5.02.02.
1.04

l(oordlnasl dan Pelaklanaan
Akuntansl dan Pelaporan
Xauangan Da€rah

Capalan Palalianaan Koordlnasl,
Pelaksenaan Akuntansl dan
Palaporan Keuantan Dacrah

Penyempaian Laporan Xeuan8an

Ke BPX Rl Tepat W.kt!

%

%

1qr.0

100.0

2,949,954,000.0 100.0

100,0

2,949,964,000.0 2,787,385,0m,0 51.24

100.0

L,222262,gsL.O 53.24

100,0

43.85 53.24

1(x).0

41.43

2lt
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5.02.02.1.0
4,02

Rekonslliesi dan Verif ikasi Aset
Xewajiban Ekuhas Pendapatan

Belanja Pembiayaan
PendapatanLO dan Beban

Jumlah Dokumen Hasll

Rekonsiliasi dan Veri-dkasi Aset,
Xewaiiban, Eluitat Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-Lo, dan Beban

0o 131.0 299,989,700.0 131.0 299,989,700.0 299,987,500.0 61.
0

11,504,605.0 46.56 3.84 46.56 3.84

5.02.02.1.0
4.04

Konsolidasi [aporan Xeuan8an
SXPO gl-UD dan Lapor.n
Xeuangan Pemerlntah Daerah

Jumlah taporan Keuangan SKPO,

BllJ0 dan Laporan KeuanSen
Pemerintah Daerah yanS

Terkonsolidasi

Ltspor 2,067

0

649,986,800.0 1,165.

0
649,986,800.0 649,984,900.0 371.0 31.82 47.37 t7.95 47.37

5.02.02.1.0
4.05

Xoordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peaaturan Oaerah
tentang PertanS8ungiawaban
Pelal<5anaan APBD Provinsi dan
RancanSan Peraturan Xepala
Daerah tentang Penjabaran
Pe^an8sungjawaban
Pelak5anaan APBD Provinsi

Jumlah Rancantan Peraturan
Daerah tentanB
PertanSgungiawaban

Pelaksanaan APBD Provinsl dan
Rancangan Peraturan KeF,ala

Daerah tentanS Penjabaran
PertanggunSjawaban

Pelak5anaan APBD Provinsi

Ooku 44.U 44.449.0 1,199,998,100.0 9.0 1,199,998,100.0 1,179,996,300.0 4.O 521.803,240.O 44.22 43.48

5,02.02,1.0
4.06

Penyusunan TansgapanTindak
Lanjutterhadap LHP BPX atas
taporan PertanSgungjawaban
Pelaksenaan APBD

lumlah Dolumen
Tanggapan/rindak Lanjut
terhadap tHP BPK atas [aporan
Pertan8gunEiawaban

Pe aksanaan APBD

Doku 25.O 48.0 38.20 48.0 31.51299,999,500.0 25.0 299,999,600.0 247,444,900.0 12.0 94,52r,240.O

5.02.02.1.0
4.11

Pembinaan Akuntansi Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Pemerinteh Provinsi

Jumlah Orang yang MenSikuti
Pembinaan Akunlansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaben
Pemerintah Provinsi

Orant 288.0 499,989,800.0 288.0 499,989,800.0 409,972,400.0 2s0.0 286,516,152.0 86.81 69.89 86.81 57.30

II
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5.02.02
1.05

PenunjanS Urusan l(ewenangan
Pen8elolaan KeuanSan Daerah

Capaian Pelakaanaan PenunjanS
urusan Xewenangan
Pengelolaan Keuangan Daelah

% 100.0 2,196,496,171,42L.O 100.0 2,196,atx,L77 ,421.0 2,550,179,584,502.0 31.2s 1,757 ,L66,Oa9,O21.75 4L.25 58.90 31.25 79.98

5.02.02,1.0
5.04

Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Clcilan
Pokok dan 6unga Pinjaman

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Peiaksanaan

Pembayaran cicilan Pokok dan
Eunga Pinjaman Pemerintah
Daerah

Lap 4.0 2,049,111 ,475.0 4.0 2,O49,777 ,4-tS.O 2,049 ,711 ,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.02.02.1.0
s.08

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Eantuan Keuangan

Jurnlah dokumen bantuan
keuangan kab/kota yanS

disalurkan

Do 12

0
608,913,717,000.0 4.0 608,913,717,000.0 542,224,431,676 -0 2.0 190,955,305,046.0 50.0 35.22 16.67 31.36

5.02.02.1.0
5.09

PenSelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Dana Darurat dan Mendesak
Lapor 4.0 50,000,000,000.0 4.0 60,000,000,000.0 1.0 322,612,620.O 25.0 2.75 25.0 0.54

5.02.02.1.0
5.10

PenSelolaan Dana bagi Hasil
Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Dana Ba8i Hasil Provinsi

Lapor
an

4.0 L,52S,932,7 42,946.O 4.0 1,525,932,7 42,946.0 1,994,119,O41,O73.O 2.0 1,555,887,110,355.75 50.0 74.52 50.0 702.52

5.02.03 PROGRAM PEI{GELOLAAN

BARANG MII.I( DAERAH

Pe6€nta5e tlndek lan ut rancane
aksl maneJemcn as€t daeaah

Pelsent.sa tanah Pemprov yanS

telah bersertifikat

92
0

58.
0

5,350,000,000.0 92.
0

58.
0

5,350,000,000.0 4,891,284,000.0 0,0

50.18

L,442,265,7Ll.O 0.0

103.75

29.49 0.0

103.76

48.55

i0
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5.02.03.
1.O1

PenSelolaan Barang Milik D.erah Capaian Pelaksanaan Kegiatan
PenSelolaar Barant Mlllk Oaerah

Cakupan Kelers€dlaan oolumen
Pentelolaan Barant Milik Daeaah

Yang Serual l(etentuan

Cakupan Aset TetEp Tanah dan
BanSunan Yan! Dltunalan &n
Dimrnfaatl6n

%

%

%

100.0

100.0

36
0

5.350,OO0,fi)O.0 100.0

100.0

36,
0

5,350,000,000.0 4,891,284,000,0 s0.39

88.88

34.
0

7,442,256,7LL.O s0.39

88,88

94.4
4

29.49 s0.39

88,88

94.4
4

26.96

5.02.03.1.0
1.01

Penyusunan Standar Har8a lumlah Standar Har8a yan8

olsusun
Oo

kume
6.0 4s0,000,000.0 6.0 450,000,000.0 313,366,500.0 2.0 136,337,090.0 33.33 43.51 33.33 30.30

5.02.03.1.0
1.02

Penyusunan Standar Barang lIIllk
Daerah dan Standar (ebutuhan

Barang Milik Daerah

Jumlah Standar Barang Mllik
Oaerah dan Standar Kebutuhan

Barang Milik Daerah

Doku 2.0 20.000,000.0 2_O 20,000,000.0 60,852,500.0 1.0 11,404,810.0 50.0 18.74 50.0 57.O2

5.02.03.1.0
1.03

Penyusunan Rencana Kebutuhan
BaranS Milik oaerah

Jumlah Rencana xebutuhan
garant MIllk Daerah

Doku 5.0 120,000,m0.0 120,000,000.0 49,530,700.0 1.0 18,815,289.0 20.0 37.99 20.0 15.68

5.02.03.1.0
1.05

Penatausahaan Barant Mllik
Daerah

Jumlah Laporah Penatausahaan

Sarang Mlllk Daerah

Lapor 191.0 2 50,000,000.0 191.0 250,000,000.0 241,945,1OO.O 133.0 19,078,483.0 1.69 69.63 7.63

lnventarisasi BaranS MiliI Daerah Jumlah Laporan Hasil
lnventarlsasi (LHll Earang Mlllk
Daerah

Lapor 55.0 1,040,000,000.0 55.0 1,040,000,000.0 1,037,029,700.0 s3.0 409,509,401.0 96.36 39.50 96.36 39.39

5.02.03.1.0
1.07

Pen8amanan Earan8 Milik oaerah Jumlah LEporan Hasil

Pen8amanan Barang Mllik Daerah
Lapor 5.0 2,380,000,000.0 5.0 2,380,000,000.0 1,373,840,200.0 0.0 462,38s,0s2.0 0.0 33.66 0.0 67.96

3l
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5.02.03.1.0
1.OA

Penilaian Earang Malik Daerah .iumlah Laporan Hasil Penilaian
Barang Milik oaerah dan Hasil

Xoordinasi Penilaian galang Milik
Daerah

Lapor 1.0 120,000,000.0 1.0 120,000,000.0 618,622,500.0 1.0 137,780,598.0 100.0 22_27 100.0 774.42

5.02.03.1.0
1.09

Pengawasan dan Pengendalian
PenSelolaan 0aran8 Milik Daerah

Jumlah laporan Hasil

Penga\i,asan dan Pen8endalien
PenSelolaan 8ar6n8 Milik Daerah

Lapor 3.0 300,000,000.0 3.0 300,000,000.0 387,329,500.0 1.0 88,161,799.0 22.76 33.33 29.39

5.02.03.1.O
1.10

Optlmalisa5i Penggunaan
Pemanfaatan Pemindahtanganan
Pemusnahan dan Penghapusan
Earang Mlllk Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Optimalisasl PenSSunaan,
Pemanfaatan,
Pemlndahtanganan,

Pemusnahan, dan PenShapusan
Earang Milik Daerah

Doku 59.0 670,000,000.0 59.0 570,000,000.0 802,767,300.0 30.0 158,693,189,0 50.85 19.77 50.85 23.69

x.xx,01 PROGRAM PEI{UN'AI{G URUSAN
PEMIRII{TAHAN OAERAH

PROVTItSt

Persrntare Reallsaal l(e8iatan
Perang&at Daarah

Pe,sentate Penurunan Temuan
berdara.kan LHP

Pe6ertase ASlt Perantk.t
daerah b€rune.ia xategorl Balk
dan San8al aaik

%

%

%

100.0

75.0

100.0

57,801,567,143.0 100.0

25.0

100.0

57,801,567,143.0 42,743,492,532.O 35.18

0.0

20,477,169,690.0 35.18

0.0

100.0

44.47 35.18

0.0

100.0

35,54

x .xx.01.
1 .01

Perencanaan Pengangtaran dan
Evaluasl Xlnerja Perangkt
Daerah

Pertentasc Panyugunan
Ookumcn Permcanaan,
Pent.n8taran, dan Evaluasl
xlnarra Pel.ntkat oaerah Tcpat
wa*tu

% 100
.0

1,500,000,m0.0 100
,0

1,500,0{x),000.0 1",629,999,70iJ.O 37,

93

602,296,464.0 37.9
3

36.
95

17.9
3

37,6
4

x.xx.01.1.0
1.01

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Deerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

DO

n

16.

0

400,000,m0.0
0

400,000,000.0 300,310,600.0 8.0 114,637,385.0 50.0 38.17 50.0

SIDll IErUtrGtt DtI ttttDttIlH DDoyttll i[tlyttl mtltr

100.0

28.65

--t--

DENUBAIIAX NEilCTl' l(ENlA (REiIf,,P' IAUUil 
'O'?



x.xx.01.1.0
1.02

Koordina5i dan Penyu5unan

Ookumen RI(ASKPD

Jumlah Ookumen RXASI(PD dan
Lapor.n Hasil Koordinasi
Penyus!nan Ookufien RKA-SKPD

Doku 4.0 367,920,000.0 4.0 357,920,000.0 392,710,700.O 0.0 130,140,798.0 0.0 33.14 0.0 35.37

x.xx.01.1.0
1.04

Koordinasi dan Penyu5unan
DPASKPD

Jumlah Dokumen DPAsKPD dan
Laporan Hasil l(oordlnasi
Penyusunan Dokumen DPA-sXPD

Doku 4.O 4.0 67,662,700-0 2.0 14,117,9m.0 50.0 22.90 s0.0

x.xx.01.1.0
1.07

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

lumlah Laporan Evaluasi Xlnerja
Perangkat Daerah

Lapor

an

58.0 700,000,000.0 58.0 700,000,000.0 875,315,700.0 30.0 343,400,381.0 57.72 39.23 51.72 49.06

x.xx.0t.
1.02

,6 Penvusuan dokumen Laporan
Keuangan Tepat Waktu

% 100,0 47,228, 2,117.O 100.0 47 ,228,42,L77 .O 32,361,046,340.0 50.74 15,760,2a5,616.0 50.74 48.70 50.74 33.37

Penyediaan Gajl dan Tunjangan
ASN

jumlah Orang yang Menerima
Gajidan Tunjangan ASN

Orang

/8ula
137.0 46,L63,641,977 .O 131.0 46,L63,54!,977.O 31,114,549,440.0 137.0 15,146,484,509.0 100.0 48.68 100.0 32.81

x.xx.01.1.0
2.03

Pelaksanaan Pena!ausahaan dan
PengujianVerif ikasl K€uangan
SXPD

Jumlah Ookumen Penatausahaan

dan Pengujian/!erii-nka5i
Xeuangan SXPD

Doku 3,O77,

0
129,999,300.0 1,O77.

0
129,999,300.0 265,257,000.0 167,664,290.0 36.46 63.21 36.46 724.97

x.xx.01.1.0
2.04

Xoordinasi dan Pelaksanaan

AkuntansiSXPO
Jumlah ookumen Hasil Koordinasi
dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Doku 17.0 234,99s,000.0 77 _O 234,995,000.0 234,607,300.0 8.0 162,6s1,201.0 47.05 69.33 41_06 69.21

x.xx.01.1.0
2.06

PenSelolaan dan Penyiapan

Sahan Tang8apan Pemeriksaan
lumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tlndak Lanjut P€meriksaan

Doku 11.0 199,998,600.O 11.0 199,998,600.0 215,525,000,0 2.0 44,266,213.O 18.18 20.54 18.18 22-13

33
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132,080,000.0 132,080,000.0 10.69

adfilnistrasi Keuantan
Perangkat Deerah

x.xx.01.1.0
2.01
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x.xx.01.1.0
2.O7

Koordlnas; dan Penyusunan
[aporan XeuanSan
BulananTri$,ulananSemesteran
SKPO

lumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulenan/Semeateran
SXPD dan [aporan Koordinasi
Penyusunan [aporan XeuanSan

Bulanan/f ri$/ulanan/Semesteran
SKPO

Lap s00,007,300.0 25

0

s00,007,300.0 531,107,600.0 13.

0
239,220,403.0 s2.0 45.04 52.0 47 84

x.n.01.
1.03

Admlnlstrdsl Barant Mllik
Daerah pada Perantkat Oaerah

Pels€ntaie Penyusunan
Dokumen Administrasi BaranS
Mlllk Daerah Pada Pcrangkat
oae6h Tepat waltu

% 100.0 220,000,mo.0 100.0 220,(m,fi)o.o 230,731,000,0 53.45 a7 ,117 ,185.0 s3.85 38.02 53.85 39.87

xio(.01.1,0
3.06

Penatausahaan Barang Milak

Daerah pada SKPD

lumlah [aporan Penatausahaan
Barang Millk Oaerah pada SXPD

Lapor
an

13.0 220,000,000.0 13.0 220,000,000.0 230,731,000.0 10.0 87 ,177 ,785,0 76.92 38.02 76.92 39.87

x,xx,o1,
1.05

Adminiltrasi X6pe8awalan
Perantkat Oeerah

Rate-Rata ililal Perllaku
Pea.wal ParanSkat Daerah
Berdaiark.n Penilalsn Xlnerja
ASN

% 100
.0

3,445,592,7 L2.O 100
.0

1,435,592,7t2.O 3,176,379,616.0 20.
66

1,919 500,044.0 20.5
6

60.
43

20.6
6

55.8
7

x.xx.01.r.0
5.02

Pengadaan Pa*aian Olnas Eeserta
Atribut (elenSkapannya

Jumlah Paket Pakaian Oinas
Beserta Atribut Xelengkapan

435.0 499,990,000.0 435.0 499,990,000.0 378,715,000.0 142_O 312,4a0,000.0 32.64 82.51 32.64

3tDtr ltutrcti Dtr ttl? D t?f,ll Drourn n l.llvrtl $ltltr
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x.xx.01.1.0
s.03

Pendataan dan PenSolahan
Administrasi Kep€Sawaien

Jumlah Dokumen Pendataan dan
PenSolahan Administrasi
Kepegawaian

DO 16.
0

2,451,902,772.O 2,457,902,7 72.0 2,309,926,616.O 11.

0
1,599,930,048.0 58.7 5 59.25 58.75 65.25

x.xx.01.1.0
5.10

SosialisasiPeraturan
PerundangUndangan

Jumlah Orang yanB Mengikuti
So5ialisasiPeraturan
PerundangundanSan

Orang 50.0 130,000,000.0 50.0 130,000.000.0 143,460,000.0 00 7,090,000.0 0.0 4_94 0.0 53.8
4

x.xx.01.1.0
5.11

Bimbingan Teknis lmplementasi
Peratulan PerundanglJndanBan

.,umlah Orang yang Men8ikuti
BimbinSan Teknis lmplefi entasi
Peraturan PerundanSundanSan

OranB 28-0 353,700,000.0 28.0 353,700,000.0 344,274,0oO.O 0.0 0.0 0.0 0.0

x.xx.01.
1.05

Admlnbtnsl Umum PerarBkat
Daorah

Persentase Pemenuhan
Admlnlstrasl Umum Kantor

100
,0

1,299,783,0m.0 100
.0

1,299,783,000.0 1,230,253,6m,0 13.
41

413,536,904.0 33.4
1

38.
49

13.4
1

36,r
3

x.xx.01.1.0
6.01

Penyediaan Xomponen lnstal6si
l-astrikPenerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket l(omponen lnstalasi
listrilVPeneransan Bangunan
Kantor yang Dlsediakan

Paket 520.0 99,999,000.0 520.0 99,995,000.0 100,041,m0.0 350.0 s9,224,3@.O 67.3! 59.20 51.31 59.23

x,xx.01.1.0
6.02

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Pelalatan dan
Perlengkapan xantor yanS

oisedlakan

Paket 1,160.
0

300,000,m0.0 1.160.

0
300,000,000.0 127,274,il0,0 0.0 37,437,885.0 0.0 11.44 0.0 12.48

x.xx.01,1.0
5.Oa

lumlah Laporan Fasilitasi
KunjunSan Tamu

Lapor 72.O 400,000,mo.0 72.O 400,000,m0.0 300,128,000.o 5.0 133,373,297.0 50.0 44.44 50.0 33.34

x.xx.01.1.0
6.09

Penyelenggaraan Rapat
Koordinas; dan Ko6sultasi SKPD

lumlah taporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Xonsultasi
SXPD

[apoa 72.
0

499,788,m0.0 12.
0

499,788,m0.0 502,868,000.0 5.0 243,501,413.O 50.0 44.42 50.0 44.72
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x,xx.01.1.0
7

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Uru6an Pemerintah
Oaerah

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Earaot Mllik Daerah
PenunlanS Urusan Pemednlah
Daerah

% 100.0 1,247,416,000.0 1,247,416,Ofl).0 672,075,100.0 8-2
0

548,815,000.0 8.20 96.54 8.20 52.01

x.xx.01.1.0
1.10

Pengadaan Sarana dan Prasarana
GedunS Kentor at6u Bangunan
lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan l-ainnya yang

Disediakan

Uni
t

122.0 1,247,416,000.0 722_0 1,247,416,000.0 672,075,100.0 10.
0

548,816,000.0 8.20 96.54 8.20 52.01

x.xx.01.1.0
8

Penyediaan rasa Penuniadg
lJrusao Pemerlntahan Daerah

PeEentasa Pemenuhan
Kebutuhan lasa PenunranS

Urusan Pemedntahen Deerah

% 100.0 120,133,920,0 100.0 120,133,920.0 45,021,mO,0 50.0 13,808,276.0 50.0 30.67 s0.0 11.49

x.xx.01.1.0
8.02

Penyediaan Jasa (omunikasi

Sumber Daya Alr dan tistrik
Jumlah [aporan Penyediaan Jasa

Xomunikasl, Sumber Oaya At dan
listrikyanB 0irediakan

Lapor 12.0 120,133,920.0 72.O 120,133,920.0 45,021,000.0 6.0 13,808,276.0 50.0 34.67 50.0 11.49

x.xx,o1.1.o
9

Pemellharaan Balant Mlllk
Daerah PenunjanS Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase laran8 Mlllk Oae.ah
PenunJang Urusan Pemedntahan
Daerah Dalam Xondlsl Ealk

100.0 2,649,999,314.0 100.0 2,6,9,999,3t4.O 2,897,986,135.O 26.67 97,.,207 ,597 ,0 26.67 33.51 26.67 36.55

x,xx.01.1.0
9.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Blaya Pemellharaan Pajak dan
Pelialnan Nendaraan 0inas
Operasional atau Lapangan

lumlah Kendaraan oinas
Opera5ional atau LapanBan yanS

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak

Unit 44.0 1,149,999,334.0 44.O 1,149,999,334.0 1,059,501,036.0 16.0 344,508,355.0 35.36 32.52 36.36 29.96

x,xx,01,1.0
9.09

Pemellharaa n Re habllltasi Ged unB

Kentot dan BanSunan Leinnya
Jumlah 6edun8 Kantor dan
BanSunan Lainnya yan8

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 1.0 1,200,000,000.0 1.0 1,200,000,000.0 1,227,966,700.0 0.0 399,941,360.0 0.0 32.57 0.0 33.33

x.xx.01.1.0
9.10

PemeliharaanRehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Xantor
atau Bangunan [ainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana

GedunS l(antor atau Eangunan
Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 323.0 300,000,000.0 323.0 300,000,m0.0 610,s19,000.0 141.0 226,157,872.O 43.65 31_14 43.55 75.59
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 2 sasaran dari

tahun 2023, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : MENIi{GKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA" PERENCANAAT{ &

PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH;

Tahun 2023 adalah tahun Ketiga dalam periode Perubahan Renstra

BKAD Provinsi Sulalrresi Selatan, Dimana terdapat sasaran strategis

pertama, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dari

BKAD Prov. SulSel yang meliputi peningkatan akuntabilitas kiner;a,

perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Terdapat 3

indikator yang ingin dicapai yakni ASN Nilai SKP Berkategori Baik,

dalam hal disiplin maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas yang

diberikan, dimana di tahun ini hasil yang diperoleh dapat di ukur hingga

akhir tahun penilaian kinerja atau tingkat capaian belum terealisasi

hingga Triwulan ll 2023, Selanjutnya Persentase Temuan Material

dengan Target 0,7570 diharapkan dapat meminimalisir hasil realisasi

kegiatan dan anggaran yang berindikasi temuan dari pemeriksa,

Kemudian dari Persentase Nilai SAKIP OPD juga menunjukkan hasil

yang sangat baik dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan

capaian nilai SAKIP tahun 2023 yang diperoleh yakni Predikat A (8'l%).

Hal ini menunjukkan, BKAD Prov. SulSel menunjukkan perhatian yang

serius dalam mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

dari segala aspek, intemal maupun eksternal.

Di tahun 2023 ini, dimana menjadi tahun keempat dari

pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa

capaian yang dihasilkan telah sangat baik, dimana BKAD berhasil

mempedihatkan adanya upaya dalam meningkatkan kedisplinan ASN

dengan kategori baik, meningkaflen capaian kinerja program dan

kegiatan perangkat daerah serta meningkatkan nilai SAKIP dari BKAD.

Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai targeltarget kinerja di

tahun{ahun mendatang

3',7
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SASARAN II MENINGKATNYA KUALIAS PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN

BARANG MILIK DAERAH;

Selanjutnya sasaran strategis yang akan menjadi prioritas dalam

pelaksanaan program dan kegiatan BKAD Prov. SulSel kedepannya.

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BKAD selaku

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam

perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku

fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa

indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum

tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian dari segi alokasi

belanja, rata+ata akurasi dari target alokasi belanja yang ditetapkan

mendekati 1000/0. Komitrnen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat

menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing OPD,

sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat

waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan

batas waktu yang diperkenankan dalam afuran perundang-undangan.

Olehnya itu, BI(AD Prov. SulSel secara berkala tiap tahun sesuai tugas

dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan

berupa sosialisasi, koordinasi dan pelatihan kepada aparat perencana

anggaran di seluruh OPD dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan anggaEn yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian

dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh OPD dapat

berjalan maksimal dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar

100% yakni sebesar 100,00% atau tingkat capaian (100,00%). Hal ini

dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk

mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan

baik oleh pengguna anggaran di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel.

Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari

kegiatanibelanja tertentu ke kegiatanibelanja yang mendukung
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pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran.

BKAD Prov. SulSel melalui bidang perbendaharaan secara berkala

sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada

bagian keuangan / bendahara di seluruh OPD agar dapat

memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam

APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan

pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak

sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu

yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 24

kabupaten/kota, hasil yang di harapkan dicapai di tahun ini dimana

Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK Rl sebanyak

24 Kabupaten/Kota mencapai target 1000/0, Meskipun demikian, dilihat

dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan

untuk dapat meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan di

daerahnya masing-masing. Ketepatan waktu penyampaian Ranperda

APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang

Evaluasi BKAD serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi

Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan,

bersama antara BKAD Prov. SulSel dengan Pemerintah Kab/Kota

merupakan pertanda baik bahwa harapan agar nantinya di tahun 2023

seluruh Kab/Kota memperoleh opini WTP bukan hal yang tidak mungkin

untuk dapat diwujudkan.

Sasaran kedua, yang bertujuan untuk mengukur kinerja

pengelolaan barang dan aset daerah dalam memberikan koordinasi,

fasilitasi, pembinaan dan pelayanan pemerintah daerah dengan hasil

yang telah dicapai antara lain terkait Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah untuk tahun 2023 dari target 53 OPD Penetapan

Status Penggunaan, dapat diterbitkan 42 SK Gubemur Sulawesi

Selatan dari OPD yang mengusulkan penetapan status barangnya

guna ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan.

DfDAi IEIIIIGIT Dfi T'El DTt?il DDOYil' NnITETT'}1T?AI
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Selanjutnya terkait dengan bidang tanah yang bersertilikal, Sampai

dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan

permohonan penerbitan Sertilikat tanah kepada 24 Kepala Kantor

Pertananahan Kabupaten/Kota. Dengan progres sebagai berikut:

a. Hasil ldentifikasi

1. Bersertifikat 5'15 Bidang

2. Belum Bersertifikat 372 Bidang

Jumlah 790 Bidang

b. Progres atas aset yang belum bersertifikat:

1. Sementara Dalam Proses di BPN 29 Bidang

(ditargetkan terbit tahun 2023)

Jumlah Progres Persertifikatan 29 Bidang

Sepanjang tahun 2023, melalui inventarisasi dan rekonsiliasi terkait

penyerahan Aset P3D Bidang Pendidikan, Perhubungan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan maka sementara telah dapat diinventarisasi

penambahan aset tanah sebanyak 484 Bidang sehingga total Bidang

Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebanyak

1.274Bidang.

Selanjutnya terkait dengan jumlah aset bermasalah yang ditindaklanjuti

adalah terlaksananya Penyelesaian Aset Bermasalah Milik Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus utama dalam penyelesaian aset

bermasalah adalah dengan melaksanakan 41 penyelesaian aset

bermasalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

melibatkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi

Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) disertai beberapa unsur

diantaranya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Surat Kuasa

Khusus/SKK), BPKP (fokus pada Percepatan P3D), Badan Pertanahan

Nasional (pada bagian dasar kepemilikan tanah). Dari 41 Bidang Aset

Bermasalah, saat ini yang telah dinyatakan selesai sebanyak 14 bidang

aset yang telah disampaikan kepada Korsupgah KPK. Disamping itu,

terdapat 5 bidang aset bermasalah yang akan ditingkatkan statusnya

dari Non Litigasi menjadi Litigasi (penyelesaian permasalahan hukum

melalui pengadilan) yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun

2020
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Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan tersebut diatas, ada

beberapa factor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain

dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program

Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan

hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset

bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang

Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan

dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan

pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut

andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administasi

pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan

memanfaatkan sistem informasi.

Meskipun memang, masih ada juga beberapa faktor penghambat yang

dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya

beberapa bidang aset milik Pemerintah ProMnsi Sulawesi Selatan yang

tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak

Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikat<an lahan tersebut,

demikian .iuga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun

diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan

selain atas nama Pemerintah Provinsi, kemudian adanya beberapa aset

yang terletak di Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk

memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan

Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami

kondisi rusak dan kurang terpelihara, masih adanya beberapa bidang

aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah

bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan serta

masih kurangnya periatian OPD dalam melakukan monitoring dan

evaluasi barang milik daerah di OPD masing-masing, sehingga

menghambat proses perencanaan dan pelaporan barang milik daerah

dan juga termasuk masih kurang dalam melaksanakan pengamanan

dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi

dikuasai oleh pihak lain.

4l
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Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel telah dan akan menindaklanjuti

permasalahan ini dengan beberapa cara antara lain melakukan

pembinaan yang intensif melalui pendampingan/bimbingan

teknisipelatihan kepada seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel terkait

pengelolaan aset dan barang daerah yang dikuasainya baik dalam

perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan dan pelaporan

barang, pengamanan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset daerah.

Selanjutnya yang tak kalah penling adalah mendorong peningkatan

anggaran terkait pengelolaan barang di seluruh OPD secara

proponsional agar OPD dapat meningkatkan kinerja pengelolaan barang

dengan lebih baik lagi melalui sarana dan prasarana yang baik, SDM

yang kompeten dan reward yang seimbang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 Pencapaian Knerja

Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Hingga Tiwulan ll Tahun 2023, dibawah

in i:
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TABEL T.C,30
PENCAPAIAN KITIERJA PELAYATIATI PERANGTAT OAERAH

BADAN KEUAI{GAN DAN ASET OAERAIT

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO INDIXATOR
SP /STANOAR

NASIONAL
tKx

TARGET RE]6TRA PERAXGKAI
DAERAH REALISASI

2023

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS
TAHUN t{.

2

TAru'{ il.
1

TAHU I{ ]AHUI{
llrl TAHUN NT2

I 2 3 4 5 6 f 9 10 11 12

Sr!.rrn I : M€nlngk.tny. Akuntlbilits! Kinori!, P€rsncrn$n drn P.ngrlollrn X.ulngan P.rangkat olonh

1 Persenlase Tomuan Matodal 0,5% 0vo 0,5% 0,254/0
Belum menc6pai taget
yang dibtapkan

2
Persanlde ASN Nilai SKP

Kategori Baik
1000/" 1007" 10070 100%

Telah mencapai taEol
yang ditotapkan

3 Persentde Nilai S"AKIP OPD 81"/, 00/a 81% 810/o
Eelum mencapai taEet
yang dibtapkan
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Sasaran ll: Meningkatnya Kualitas Pongelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah

4
Tingkat Kepatuhan Perangkat

Daerah Dalam Penyampaian RKA

Tepat Waktu

100% '100% 100Y0 10070
Telah mencapai targot
yang dihtapkan

5
Persentase Kabu paten/Kota Yang

Mendapafl<an Opini WTP
100% 92Yo 100% 100%

Belum mencapai target
yang dibtapkan

6

Tingkat Kepatuhan Perangkat

Daerah Dalam Pengajuan

Dokumen Pembayaran Sesuai
Ketontuan

100% 100.0070 100% 100%
Telah rnencapai targot
yang dihlapkan

7

Tingkat Kepatuhan Perangkat
Daerah Dalam Penyampaian

Laporan Keuangan Tepal Waktu

100% 100% 100Yo 100%
Telah rnencapai hrget
yang dibtapkan

8
Kontibusi Pendapatan Dari

Pengelolaan BMD Terhadap PAD
ZYo 0,36%

Belum mencapai target
yang ditetapkan

RATA.RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 98,00%
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2.3. lsu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pencapaian kineqa dari

Badan Keuangan dan Aset Daerah hingga Triwulan ll tahun 2023, dimana terdapat 3

program dan 14 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan persentase realisasi

anggaran rata+ata sebesar 40,38o/o dan realisasi fisik pencapaian sasaran sebesar

46,310/o. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah telah

mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada program dan

kegiatan tersebut hingga Triwulan ll tahun 2023 ini, baik dalam hal kinerja keuangan

maupun pencapaian sasaran-sasaran yakni :

1. Persentase Temuan Material;.

2. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik;

3. Persentase NilaiSAK|P OPD;

4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan RKA Tepat Waktu;

5. Persentase KabupatenlKota Yang Mendapatkan OpiniWTP;

6. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai

Ketentuan;

7. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat

Waktu;

8, Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD terhadap PAD.

Hasil dari pencapaian itu di harapkan bermuara pada keberhasilan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat mendapatkan kembali penilaian

BPK Rl terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian ffiP)".
Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan dan

peningkatan, dalam upaya mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintah yang baik

dan bersih. Beberapa permasalahan yang ada maupun yang berpotensi muncul di

tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang menjadi fokus

perhatian dalam pemerintahan Provinsi dalam mendukung pembangunan dan

perbaikan Ekonomi diseiap Kab/Kota di Provinsi Sulawesi selatan, sehingga perlu

mendapat perhatian dalam pengelolaannya;
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2. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari

BPK Rl dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu

ditingkatkan;

3. Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang

tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah

Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut

4, Adanya beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh

Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertiflkatkan selain atas nama

Pemerintah Provinsi serta untuk mengambil alih lahan tersebut membutuhkan

proses hukum

5. Masih adanya beberapa aset yang terletak di Kabupaten/Kola yang tidak

dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang

mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara

6. Terdapat beberapa OPD yang masih lemah dalam melakukan pengamanan dan

pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak

lain

7. masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan

seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti flsik

perolehan

8. masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi

barang yang dikuasainya sehingga menghambat proese perencanaan dan

pelaporan barang milik daerah

9, Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbalas

dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman.

'10. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan

Kinerja BKAD Prov. SuLSel yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi

ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

'11. Tingkat Partisipasi stake holder lingkup BKAD Prov. SuLSel dalam proses

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan dan

langkah strategis yang tentunya berpedoman pada tugas fungsi dan wewenang Badan

Keuangan dan Aset Daerah, dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi, yang kami

paparkan dalam matriks dibawah ini :
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1. Komitmen pimpinan dan staf

untuk mempertahankan

keberhasilan yang telah diraih

hingga saat ini

2. Dukungan

Anggaran/Pendanaan Yang Kuat

3. Besamya tugas, fungsi dan

wewenang yang ada pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah

4. Dukungan oleh Korsupgah

KPK melalui Rencana Aksi

Program Penertiban Aset Daerah

5. dukungan dari Badan

Pertanahan Nasional melalui

I\ilou Bidang Pedanahan

6. Dukungan Jaksa Pengacara

Negara Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan melalui Surat

Kuasa Khusus (SKK) ahs

penanganan hukum secara

litigasi/non litllasi terhadap

penyelesaian aset bermasalah

1. Belum optimalnya

penerapan soP

2. Belum ada Standar

Pelayanan I Janli Layanan

yang dibuat

3. Gedung kantor yang

tidak proporsional lagi

dengan jumlah aparatur

serla funtutan untuk

memberikan layanan yang

terbaik bagi pemangku

kepentingan

1. Pengembangan

Sistem lnformasi

Perencanaan

Pembangunan

oaerah,

Penganggaran

Keuangan Daerah

dan Pengelolaan

Aset Daerah Yang

Terintegrasi

2. Kemauan dan

tanggungjawab

yang semakin

meningkat dari

aparat pengelola

keuangan untuk

terus mempertaiki

sistem dan layanan

yang diberikan

1. Upaya untuk

mempertahankan

perolehan Opini

WTP dari BPK Rl

atas Pemeriksaan

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

2. Semakin ketatnya

pengawasan

terhadap aklivitas

pemerintahan,

khususnya dalam

pengelolaan

k€uangan dan Aset

Daerah

3. Regulasiterkait

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah yang hampir

tiap tahun

mengalami

perubahan, harus

dipahamidan

diaplikasikan dengan

benar

47

DENUDAUAI NEICAiA IGQIT (NEUA.D' ?AIIUil IO''
StDttlEuttcrrDrittEtDtEttll Dlorllt'il]rwE tllt?tt

KEKUATAN (SIRENGTH,I
KELE AHAN

{tvEAKNESS)

PELUANG

PPPORTUNTY)

TANTANGAN

(THREATS)



Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang

menjadi isu strategis yang akan menjadi perhatian pada penyusunan Perubahan

rencana kerja di tahun 2023, adalah terkait dengan:

1. Pengelolaan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih

baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana,

cepat dan akuntabel;

2, Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan

Pemeriksaan dari BPK Rl dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas

temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan BPKD Prov. SulSel secara khusus;

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi

Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (E-

Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/SIMDA) ,

4. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara

terus menerus kepada 24 KabupatenlKota, baik dengan pihak eksekutif

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) maupun pihak legislatif (DPRD

Kabupaten/Kota)

5. Perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan

melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring

terhadap barang-barang yang dikuasainya

6. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Percepatan

Penyerapan Anggaran, serta Koordinasi Secara Berkala Atas Hasil Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja BPKD Prov. SulSel, baik dengan unit kerja lingkup BPKD

maupun dengan perangkat daerah yang terkait;

7. Optimalisasi dan Modemisasi pelayanan lingkup BPKD Prov. SulSel, melalui

peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung

layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam

sektor pemerintahan.

Ketujuh hal ini akan menjadi isu strategis yang akan dibawa oleh BKAD Prov.

SulSel di tahun 2023, sehingga rumusan program dan kegiatan serta pendanaan yang

proporsional yang tepat diharapkan akan dapat memberikan kontribusi maksimal

terhadap pencapaian 3 sasaran shategis dari BKAD Prov SulSel, yakni pengelolaan
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keuangan daerah yang meningkat, pengelolaan barang dan aset daerah yang optimal

serta akuntabilitas kinerja yang meningkat.

2.4. ReviewTerhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan RKPD ProMnsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, program dan

kegiahn yang dicanfumkan telah sesuai dengan paencanaan awal yang telah diusulkan

oleh BIGD Prov. SulSel, baik dari segi jumlah prqram dan kegiatan serta Sub kegiatan,

lokasi kegiatan, target indikator kinerja serta pagu indikatf untuk masing-masing program

dan kegiatan maupun Sub Kegiahn, dengan rincian sebagai berikut :

F Jumlah Program Sebanyak 3 Program, yang terdiri atas 14 Kegiatan dan 64 Sub

Kegiatan

F Pagu lndikatif Pancangan Awal RKPD/ Kebutuhan Dana Sebesar

Rp 2,711,999,011,920.00

F Pagu lndikatif/ Kebutuhan Dana Setelah Perubahan Sebesar

Rp 2,607,850,883,054.00
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@
T.C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja
Lokasi
Output

Kegiatan

Target
Capaian

Pagu Indikatif

Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/

Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator kinerja
Lokasi
Output

Kegiatan

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

I 2 3 4 5 6 7 E 9 l0
UNSUR PIINUNJANG IIRUSAN PEMERIN'TAHAN t]NSUR PENUNJANG URUSAN PEMIiRINTAHAN

KEUANGAN 2,711,999,011,92O KEUANGAN 2,607,850,883,054

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PIiMERINI'AHAN DAERAH PROVINSI 106,092r04,469 PROGRA M PENLI N JANC URUSAN PEMERINI'AHAN DAI'RAH PROVINSI 39,482,828,392

Perencanaan. Penganggnran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,850,000,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Eveluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,834,233,700

650,000,000 3 15,052,600Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
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Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

l6 Kota
Makassar,
Semua
Kec€.matan,
Semua
Kelurahan

16 Dokumen

BADTi fEUf,IGIT DAT f,tEI DAENAH DNOWi'I ruTTY.Efl IE[f,?Ti



Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA. SKPD

Jumlah Dokumen RXASKPD
dan Laporan H&sil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kola
Makassar.
Semua
Kccamatan.
Semua
Kelurahan

4 Dokumen 200.000_000 Koordinasi dan

Penvusunan Dokumen
RKA. SKPD

Jumlal frokumen RKASKPD
dan I-afx)ran Hasil Koordinasi
P€.yusunan Dokumen RXA-SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecarnatan.
Semua
Kelushan

4 l)okumen 451.442.700

Koordinasi dan Penyusunao
DPA.SKPD

Jumlah Dokurnen DPASKPD
dan Laporan tlasil Koordinssi
P€nyusunan Dokumen DPA-SKPD

Kota
MakBssar,
Semua
KccamSt6r.
Semua
Kelurahan

4 Dokumen 300.000.000 Koordinasi dan Penvusunan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPASKPD
dan l,aporan tlasil Koo.dina.si
Pefl yusunan Dokumen DPA-SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecsmatan
Semua
Kelumhan

6t,662,700

Evaluasi Kinede Perangkat
Daeral

Jumlah Laporan Evoluasi Kinerja
Peran8kat Da{jr€l

56 Laporan 700.000.000 Ev8luasi Kinerja Peraogkst
Daerah

Ju$l8h Laporan Evaluasi Kio€rja
Peran8kat Dacrah

Kota
Mak&asar,
Scmua
Kecamalan,
Semua
Kelurahar

56 I-aporon 1,004,075.700

Adminbtr16i Keurngrn P.r.ngkrt Di€rrh 94.774,5r6,008 Admlnistresi Keuaogrn Persngkrt Daersh 28,995,935,s03

Penyedia& Gaji dan
Tunjangad ASN

Jumlal Orang yaog \.Ienerima Gaji
dan Tuniangsn ASN

Kola
Makassai,
Semu&
KeclmatarL
Semua
Keluahan

137 Orang/tlulan 93.024.5 r6.008 Penyediaan caj i dan
Tunjangan ASN

Jumlah (hang yanS Menerima Gaji
dan Tunjarggn ASN

Kota
Makassar.
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

137 Orang,/Bulan 27 .646,862.$1
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Pelaksanaan Penatausaha an

dan Pengujian^'e rifi kasi
Keuangan SKPI)

Jumlah Dokumen Penalausahaan da,1

Pen8u_jian,^/erifikasi Keuangan SKFD
3077 Dokumcn 100.000.000 Pelaksanaan Penatausaha an

dan Penguj iarvve rifikni
KeuanSan SKPD

Jumlah Dokumen Penalausalaan dan
Pengujian^r'erifi kasi Keuangan SKPI)

Kota
Makassar.
Semua
Keca$al4n
Semua
Kelurahan

1077 Dokumen 265.257.0O0

Koordinasi dan
Pelaksanaan Aluntansi
SKPD

Jumlah Dokumen Ilasil Koordinasi
dafl Petaksanaan Aku.tansi SKPD

Kota
Mal6sslr,
Semua
Kecaftatan.
Semua
Kelulallan

l7 Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordirlasi
dan Pelaksanaon Akuntansi SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

17 Dokumen 430.500,300

PenSelolaan dsn Penyiapsn
Baltan Tan8gapan
Pemoriksaan

Jumlal Dokume. Bahan Tanggapar
Pemeriksaan dan Tindak Lan,ut

Xol!
Mskassor,

Kecamatai.
Semua
Kelurahan

I I Dokumen 315.000,000 PenSelolaan dan Penyiapan
Bahan TangSapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Pem€riksaan dan Tindak Lanjut
Pemfriks6an

Kota
Makasssr,
S€muo
Kecamalrn.
Semua
KeluBhan

1l Dokumen 76.743.000

Koordinasi darl Pcnyusunan
l,aporan K€uanSan
Bulansi/Tri* ula.nan/Scme
stffan SKPD

Jumlah L8poren Keuangan Bulsna.rv
Triwulanan/Semeslaan SKPD datr

Laporan Koordinasi Penyu$nan
Laporon Keurngan
Bulanoh,/Triwul6n6n^emcst4ran
SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semu&
Keluahan

25 l,aporan 900.000.000 Koordidasi dan Ponyusuna,
Laponn Keuangan
Bulsnan/Triw ulanan/Seme
st€ran SKPD

Jumlah Loporan Kouangan Bulanar/
Triwutsffn6emesteaan SKPD dan
Lapomn Koordinasi Penyusunan
Laporan KeuanSar
BulanarvTriwulEnar/Semcsteaan
SKPI)

Kota
Makassar,
Scmua
Kecafialan,
Semua
Kelurahan

25 Lapomn 576,573,600

Admiristrssi Brrang Milik Drcrah pids Parangk8t Dierrh 320,000.000 {dministrasi Brrsng !lilik Daerrh prde Peraogk t Dserrh 230,73r,000
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Penal.ausala an Barane
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausaiaan
Barans Milik t aerah pada SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

13 Laporan 120.000.000 Penalausaha an Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah [,aporan Penalausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kec€malan.
S€mua
Kelurahan

13 Laponn 230,711.000

Administrrsi K.pGgawsirn P.rangkrt Da€rrh 2,230,000,000 Administrasi KepegawaiBr Perangkal Daerih 3J95.684,.153

Pengadaan Palaian Din8s
Besetu Atribut
Kelengkapan nya

Jumlah Pake! PakBian Dinas Beseda
Atribut Kelengkapar

Kota
Msk6ssar.
Semua
Kecsrnatan,
Semua
Kelulahan

435 Pakrr 600.000.000 Pengadran Pakaian Din€s
Besena Atribut
K€lengkapan nya

Jumlal Paket Pak&ian Dina3 Beserta
Atribut KelenBkap€n

Kota
Ma.kassar.
Semua
Kecamalan.
Semua
Kelurahan

135 Paket 378.715.000

PendaEaD dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Jumlal Dokumen Pendat rn dan
Pcngol.ha.n AdrninistrLsi
K€pegawaian

Kota
Makassar,
Semua
Kecamalan
Scmua
Kelurahan

l6 Dokumen 550.000.000 Pendataan dan PenSolahan
Adrninistrasi Kepegaw'aian

Jumlah Dokuden Pendataan &o
Pcn8olsh{n Administr&si
Kepegawaian

Kola
Ma*assar.
Semua
Kecamahn.
Semua
Kelur'ahsn

2.629,231.353

sosif,lis&siPeraluran
Perundsng- Undangan

Jumlah Orang ysrg l.lenSikuli
SosialisllciPemturen
PerundangUndang6n

Kota
Mskassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

50 Oran-q 130,000,000 Sosialisasi Peraturan
Perundang- Undangsn

Jumlah orang ,ang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundlngundangsn

Kota
Maka-sssr.

Semua
Kecamatar,
Semua
Kelurahen

50 Omng 143.460.000

Bimbingan Ieknis
lmplementAsi Pcratuan
PeruDdang- Undangan

Jumlah OranS yang luensikuti
Bimbing6n 'I eknis lmplementasi
PeGturan Perundangundangao

Kola
Makassar.
Semua
KecsmagrnJ
Semua
Kclurahan

28 Orang 950.000.000 Bimbingsn 'teknis

Implementasi Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah orong yEnS Mengikuti
Bimbingar Teknis Implemenlasi
Peraturan Perundangundan gan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

28 Orang I44.27{i.000
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Administrrsi Umuln P€rrngk t Daerah 2.970,0{0,000 Administresi Umum Perargkat Daerah 1,511,160,600

Penyediaan Komponen
In(al&si Listik/Pener aflgan
Bangunan Kantor

Junlah Paket Komponen lnstalasi
ListrikPenerrngan Bangun6n Kantor

lang Disediakan

Kota
Mak&ssar,
Semua
Kecamotan,
Semua
Keluraian

520 Pakel 270.000.000 Penlcdiaan Komfx)n€n
Inslalasi ListriuPener 

^n8anBangunan Kanior

Jumlah Pake! Komponen Instahsi
L isaiuPene6nsan Bangunan Kantor
yang Disediakan

Kola
Makasssr,
Somua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

520 Pakel 100.041.(n0

Peny€diaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Junlah Pak€t Peralatan dan
Perlengkapao K8nlor yang
Disediakan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatsn,
Semua
Kelurahan

I 160 Pakel 900.000.000 Penyediaan Peislatan
dan Perlengkapan Ka or

Jumlah P&ket Peralatan dan
Perlengkapon Kantor yang
Disediak6n

Kota
Makassar,
Semua
Kocalnalan,
Semua
Kelurahan

I 160 Paker 327,214.600

Fasilitosi Kunjungan Tamu Jumlai Laporan Fa.silitasi Kunjungan
Tamu

Kota
Makass6r,
Semua
Kecamatan
Semua
Kcluahan

l2 l-afnran 550.000.000 Fssilitasi Kunjungan Tomu Jumlah l,aporan Fasilitasi Kunjungai
Tamu

Kota
Makassar,
Semus
KecamBtan.
Semua
Keluaha,

12 Laporan 300,128,000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jufi lah Laporm PenyelengSarasn
Rap6t Kmrdinasi da, Konsultasi
SKPD

Kola
Makasssr.
Semua
K€camalarl
Semua
Kelura.Ilan

12 Lapo.sn 1.250,000.000 Penyelenggaraon Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jurnlah t,apomll Penyelengglrasn
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan
Semua
Kelurahsn

l2 l,aporan 783.775,000

Pcngrdaln Brrang Miliki Dr.rah Penunjrng Urusso PeDerintahar drerrh 1J47,688,461 Pcngadaan Brrang Miliki Da€rah Pcnunjsng Urusrn Pemeri[tahan drcrih 672,075,t00

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan l-ainnya

Jumlah Unit Saiana dsn Prasarsna
Gedung Kanbr atau Bangunan
Lainnla yang Disediakan

Koto
Makassar.
Semua
Kccamatlur,
S€mua
Kelurahan

l22llnir 1.247.688.461 Pengadaan Sarana dan
Pm.sarana Geduog Kantor
atsu Bangunan Lainnya

Jumlah Ljnit S&ana dan PrasaraDa
Gedung Kantor atau Bangunan
l,ainnya yan8 Disediakan

Kota
Makassar.
Semua
Kecamalan
Semua
Kelurahan

122 Ur,it 672.07 5.100
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P€nyediaatr Jeli Penunj!rg tjrusrn P€merirtahsn Daer.h 220,000,000 PeDycdiaan Jrsa Panunjrnq [Jrusrn Pcmarint hatr Dacrrh 45,02 t,000

Penyediaan Jals
Komunikasi, Sumber Daya
Air dsn Listik

Jumlsh Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Da] a AiI dan
List k ysng Dis€diakan

Kota
Mak&ssar,
Semua
Kscaruatan,
Semua
Kelur-ahan

I ? Laporan 220,000.000 P€nyediaan Jass

Komunikasi, Sumber Dsy6
Air dan Listrik

Jumlah t,apran Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Kota
MEkassar,
Semua
Kecamalan
Semua
Kelulahrn

l2 Laporan 45.021.000

Pemelihrroan Barang Mllik Deerrh Penunjsng [,rusan Peberlntahotr Drersh 2,,180.000,000 Pem€lihsrasn Brrang }tilik Da€rf,h Peltulljsng Urusrn Pemcrintahsn Dsersh 2"897,986,136

Penyediaan Jasa
Pemelihamrn, Biaya
Pemel ihaman, Pajak dan
Perizinan Kendalalll Dinas
Opcrasional atau Lapanpn

Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional
sleu Lapahgsn yang Dipe,ihara dsn
Dibay.r*an Psjak dan Perizinannya

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semue
KeluralBn

44 Unit 1.150,000.000 P€nyediaao Jasa

P€mel iharaar\ Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
P€rizinan Kendlraan Dinas
Opemsional atau LepanSan

Jumlah KendarBan frinas Operasionsl
atau Lspangan yang Dipelihare dan
Dibaya*an Pajak dan Perizinam) a

Kota
Makassar,
Semua
Kccrmat8n
Semuo
Kelurahaa

44 Ljnit 1,059,501,036

Pemeliharaan/Rehabi litasi
Gedung Kanlor dan
Bangunan Laionya

Jumla} Godung Kanior dsn Bangunan
LBinnla yanE

Dipelihara,/Direhabililasi

Kota
Makassar,
Semua
Kec€malan.
Semua
Kelulahan

I tjnir 870.000.000 PemeliharaarvRehabililasi
Gedung Kanlor d.rn
Bangunan Lainnya

Jumlah Cndung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipel iharar'Dir€habilitasi

Kola
Makasssr,
Semua
KecSmat&,
S€muo
Kelurahan

I Unit | ,227 .966,t@

P.m€liha$an /Rehsbilitasi

Sardna dan Prasaffna
Gedung Ksntor atau
Bangunan LainDys

Kota
Makassr.
Semua
Kecamatan
Scmua
Keluraban

323 UniI 460.000.000 Pemeliharaan/Rehabililasi
Sarana dan Prasarana
GedunS Kantor atau
Bangunan Loinnya

Kota
Ma].sssar.
Semua
Kec$nstun,
Semua
Kelurahan

323 Unit 5t0.519.000Jumlah Sa.mna d6n Pr&safina Gedung
Kantor alau BanSunan Lainnya yanS
Dip€l ihara/Direhabi titasi

PEPUBf,IIAT RETCATA l(EnlA (REIIA-D' ?AIIUil 2O''
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Jumlah Sarana dan Prasarana G€dung
Kantor atau Bangumn Lainnya yang
Dipel ihar&/Direhabililasi
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PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2,602,0E1,807,451 PROGRANI PENGELOLAAN KEUANGA N DAERAH 2,563,366,770,662

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4,521,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3,853,530,000

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen KLIA
dan PPAS yang Disusun

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 Dokumen r 33,000,000 Koordinasi dan Penyusunan
KIIA dan PPAS

Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS yang Disusun

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 Dokumen 59,396,000

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dBn

Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS yang Disusun

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatur,
Semua
Kelurahan

2 Dokumen I 8,000"000 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS yang Disusun

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 Dokumen 40,848,000

Koordinasi, Peny,usunan

dan Verifikasi RKA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Kota

Makassar,
Semua
Kccamatan,
Semua
Kelurahur

53 dokumen 320,000,000 Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

53 dokumen 309,870,500

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifi kasi Perubahan
RKA-SKPD

Jurnlah Perubahan RKASKPD
yang Diverifikas

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

53 dokumen 320,000,000 Koordinasi, Penyusunan
dan Verifi kasi Perubahan
RKA.SKPD

Jumlah Perubahan RKASKPD
yang Diverifikas

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

53 dokumen 3 12,905,500
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Kftxdinari. Penlusunan
dan Verifik&si DPA- SkPD

Jumlah DPA-SKPD r ang
Diverifikasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecsmatan,
Semua
Kelurahan

53 Dokumen 20.000.000 Koordinasi. Penyusunan
dar Verilikasi DPA- SKPD

Jumlah DPA-SKPD yang

Diverinkasi
Kota
Makassar.
Semua

Semua
KelurahaD

20.000.0m

Kooadi[Esi, Penlrsunan
dah verilikasi Perubahan
DPA.SKPD

Jumlah Perubahsn DPASKPD
yarS Diverifikasi

Kota
MskBssar,
Semua
Kecamatan,
Sem!a
Kelurahn

5l Dokumen 20.000.000 Koordinasi, Penyusunan
dan Vcrilik&si Perubah.n
DPA.SKPD

Jumlah Perubahan DPASKPD
yang Diverifikasi

Kola
Makassar.
Sernua
Kecamalan.
Semua
Kelurahan

20.000.000

Koordinasi dan Penyusunan
PoratuIan Daemh t€Dtang
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlai Pemturan Da€mh tent ng
APBD dan Pemturan Kepala Daerah
tentang PenjabBran APBD Jumlal
Persturan Da€reh tentang APBD dan
PeBturan Kepala Daerah tentang
Penj8bsran AI,BD

Kota
Mskassar,
Semua
Kecamat&n,
Semua
Kelurahan

2,250.000,000 Koordioasi dan Penyusllnan
Peratolan Daerah tcntang
APBD dan Peraturan
Kepata Daerah tenEng
PeDjabann APBD

Jumlah fe.aturan Daemh tentang
APBD drn Peraturan Kepola DueEh
tentang Penjabalan APBD Jumlah
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Pe.aturan Kepala Daernh tentang
Penjabaran AJ'BD

Kota
M6kassBr,
Samu6
Ke(jamalarl
Semua
Kelurahao

2.354,469.000

Koordinasi dan Penyusumn
Pemturan Daerah teolang
Perubohan APBD dan
PeBturan Kepala Daerah
tentang Pmjsbaran
Perubahan APBD

Jumlah Peraturan Daerah tentang
Pembahan APBD dan PeratuEn
Kepala Da€rah tcntanS Pmjabsran
Perubahan APBD

Kota
Makassar,
Semue
KecamBtan,
Semua
Kelunhan

i Dokumen 550.000,000 Koordioasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentaog
Perub€Ian APBD dan
Peraturan Kep8la Daerah
tentang Penjabaran
Perubshan APBD

Jumlah PeEturan Daerah tantang
Pe.ubahan APBD dan Peratulan
Kepala Daeral tent ng Penjab€rai)
Perubahan APBD

Kota
Makassar,
Semua
Kecornatan,
Semua
Kelumhan

3 Dokumcn 403.560.000
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Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi sena
Kebijakan Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi serta
Kebij8kan Bidan8 Anggaran

Kola
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

5 Dokumen 850,000.000 Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi se(a
Kebijakan BidarS AngSsran

Jumlah Dokumen Regulasi serta

KebiistEn Bidang Anggaran
Kota
Makassar,
Semua
Kecamalan.
Semua
Kelurahao

5 Dokumen 332.481.000

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerih

Jumlal Dokumen Hasil Koordinasi
Perencanaan Arggaran Belanja
DBemh

Kota
MBkassar,
Semua
Kocamatan,
Semua
Kelurahan

4 Dokumen 40.000.000 Koordinasi Pereocanaan
AngSamn Belaoja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Koordihasi
Perencarufi Anggaran Belaoja
Daffah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

4 Dokumen

Pembinern Pengelolain Keunngan DIerrh K&bupaten/Kola 2,785,000,000 Pemblnrs|l Pengelolscn Keurngrn Ds€rrh Krbupst.n/Kotr 2,062,323Jfit

Evaluasi Radcangan
Pe8turan D86rEh tentang
ATBD
KabupalerrK ota d.n
Rrncangan Peaaturan
Kepsla Daernh tentang
Pe4iabann APBD
Kabupater/Kota

Jumlal Laporan tlasil Evelulsi
RancanSan Peraturan Daemb tentang
Pajak dan Retribusi Kabupatcn 4(ota

Kola
M6kassar,
Semua
Kecarhal,n,
Semua
Kelumhan

24 Lapors.n 450.000.000 Evalu4si Rancangan
Peaaturan Daerah tent ng
APBD
Ksbupaten/K ola dan
Ranct gan Perahran
K€psla DarBh tc sng
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Rancangan Persturan Daem! tenbng
Pajak dan Retribusi Kabupater/Kota

Kola
Makassar,
Semus
Kecam6trn,
Scmuo
Kelurahrn

24 l-aporan 393.429.81n

Evaluasi Rancangan
Perahna! Daemlr teDtang
Perubohan APBD
Ksbupatcn/K ota dan
RarcanSan Pereturan
K.p6la Dscr8h t€ltang
P.njsbomn Perub.hsn
APBD
Kabup6ten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi Rancangar
PerEturan Da€rah lentang Perub6hn
APBD Kabupater/Kota dan
RancanSan P€roturanKepala Daemh
tentang Peniabaran Pclubahan APBI)
Kobupaten /KotB

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelu"ahsn

24 Lapotur. 300.000.000 Eveluasi Raocangan
Peraturan Daerah t€nt ng
P.rubahn APBD
Knbupareo/K ota dan
Rsncan8an Petshrran
K€pala Darmh ic ang
Penjabaran Perubahan
APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah t,aporan Evaluasi RaocuEall
Peratulan Daerah tentang Perubqrun
APBD Kabupt€n /Kota dan
Rancangan PeraluranK€pala Daetah
tentang Penjabamn Perubolan APBD
Ikbupsten /Kota

Kota
Makasssr.
Semua
Kecgm&tan,
Semua
Kelurahan

24 Laporan 230.435.100
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Evaluasi Raocangan
Per8turan Dselah tenlang
Pgrtan8gungiawaban
Pelaksanaan APBI)
Kabupolen4(ola dan
Ra[cangan Peratulln
Kepala Daelah tentang
Penjab€ral
PertanggungialPaban
Pelaksanasn APBD
Kabupaten /Kota

Jumlah Laporen Evaluasi Rancangan
Peralumn Dacmh tcntanS
P€rtanggungiawaba. Pelaksanaan
APBD Kabupaten4bta dan
Rancangan PeratuBn Kcpala Dacr6h
lentang Penjsb6ran
P€nanggungiawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan
Peraturan Darrah tentang
PensngSun&iowaban
Pelakanaan APBD
Kabupatery'Kota dan
Rancsngan Peraluaan
Kepala Daemh tenung
Penjabar"an
Pertanggungiawaban
Pelsksanaan APBD
K,!bupaten/Ifuta
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Jumlah Laporan Evaluasi Rancsngan
Peraturan Daerah tenlang
Perlanggmgjswaban Pelaksanaan
APBD Kabupater/Kota dan
Rrnc{ngan Peratuan Kepala D,rerah
tentang Peniab8ran
Psrtlnggungjawsban Pelaksanaa!
APBD Ksbupal€n/KotB

Kota
MaIassar.
Semua
Kecama&m,
SEmua

KelurahEn

74 Laporan :00_0r)0.0{)0 Kola
Makassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

74 Laporan 499.984.800

DEDUBAIIAI QEICAiA l(Enlf, (NEitA.D,IAUUT 2OI'
DIDTi IIIIIIiGIiDAIAIIIDIIRAIf DDOVIiNilTIWEtl'H.I'II

4 DokumenAsistensi Pengelolaan
Keuangan Kabupater/Kota

Jumlah Dokumen yang Mendapa&an
Layansn Asisleosi

Kots
M6kassar.
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelumhan

4 Dokumen 155.000.000 Asistensi PengelolaEn
Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen yang Mendrpotkan
Lays.a. Asistemi

Kota
Makassar.
Semua
Kecamalan
Semua
Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil Soshlisasi
Regulasi Bidlng Keuangan

Kota
Makass€r,
Semua
Kecsmatan,
Semua
Kelurahan

2 Lsporan 900.000.000 sosialisasi Regulnsi Bidang
Kcuahg8n Daerah

Jumlah l,aporan Hasil Sosialisasi
Regulasi Bidang KeuaoSan

Kota
Makassar.
Semua
Kecamaian
Semua
Kelurahan

2 Laporan 468.485.000sosialisasi Regulssi BidanS
Keuang8n Dalrgh



Konsultasi dan
Koordinasi Pembinaan
Pen,,usunan dan Evaluasi
Rancangan Peratuan
Da€rai tent&g
Perknggungj awaban
Pelaksana& APBD
Kabupaten/K ota dan
Rancangan Peraturah
Kepala Daerah tentang
Penjab.mn PeiangSungi
awabsn Pelaksanaan APBD
KabuparedKola

Jumls}l Dokumen Hf,qil Konsultasi
dan Koordioasi Pembinsan
Pen rsunan dan Evaluasi Rancangan
Peraluaan Daemh tcrlang
Pertanggungjs\}Eban
Pelsksanaan APBDKabupaten /Kota

dan
Rancangsn P€mtumn Kepcla Dq€reh
t€ntang Penj6baran
Pertarggun&iawaban Pelaksanaa[
APBD Kabup.ten/Kota

Kota
Makassar.
Semua
Kecarnalan.
Semua
Kclurahan

24 Dokumen 300.000.000 Konsuha{i dan
Koordinasi P€mbinaa,
Penyusunan dan Evaluasi
Rancaoga.'i Pemhran
Daerah t€ntang
Perlanggungi awaban
Pelakssnaan APBD
Kabupateru/K ola dar
Rancangan Perafuran
Kepala Daerab tentang
Penjabaran Pe.tonggungj
a*aban Pelak$naan APBD
Kabupaten46ta

Jumlah Dokumen Hssil Konsuliasi
dan Koo.dinasi Pembinaan
Penyusuran dan Evaluosi Rancan$n
Peraluran Daerah t€nlang
PertangsungjaNrban
P€laksonaan A PBDKabupat€n /Kotr

R rcrnSan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertan8gungia\ ,8ba[ Pelaksana8tr
APBD Kabupat€rr/Kota

Kola
Ma.l(assar.

Semua
Kecamatan.
Se,rnua

Kelurahan

24 Dokumen 299.992.400

Koordinasi dan P€nyusunan
Laporan Keuangsn
Pemerintah Dsell}l
Konsolidasi Prcvimi
dan Kabupaten/K ola dan
Strtistik Keuangarl
P€merintaha n Daerah

Jumlah Dokumen Hssil Koordinssi
dan Penyusunan LaporBn Keuangan
Pemerint6h Daersh Konsolidosian
Provinsi dan Kabupaten rKot! dan
Slatistik Keuadgan Pernerin&han
Daeral

Kot6
Makassar,
S€mua
Kecamatatt,
Semua
Kelufahan

361 Dokumen 180,0m.000 Koo.dinasi dln Penyusunan
Laporgn Keuangan
Pemerintah Dae6h
Konsolidasi Pmvinsi
dan Ksbupatery'K ota dan
Statislik KeuangEn
Pemerintaha n Dae@h

Juml6h Dokumen HLsii Koordinasi
dan Pen)'usunan Laporan Keuangan
Pemerinbh Daerah Koosolidasis,l
Prcr'insi dan Kabupaten^futa dan
Statistik KeuanSan Pemerintafu n
Daaralr

Kola
Mskassar.
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

361Dokumen 169.996.200

Koorditrosl drtr Pengelolaen Perbetrdshrresn Dsersh .1.t55,000,000 Koordinasi dan P€ngeloheo Pcrbendahrrru Dacmh J.{98309.1100

Koordin&si dan Pcng€lolaan
Kas Darmh

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
d6n Pengelola& Kas Daemh

Kota
Maksssa!,
Semua
Kecamatsr.
Semua
Kelumhan

l0 Dokumen Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2.t t0.000.000 Koordinssi d6n Pengelolsa,
Kas Dseral

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dsn Pengelolaan Kas Daarah

l0 Dokumen I,724,573 ,800
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Penyiapan, Pelaksanaan
Pe[gendalian dsn
Penorbitan Anggsran Kas
dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil Pengerdalian
dan Penerbitan Anggaran K.s dan

SPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamal8r\
Semua
Kclu&Ian

721 Dolumen 250.000.000 Penyiapan. Pelakssnaa,)
P€ngendal ian &n
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil Pengendaliafl
dan Penerbitan An88aran Kas dan
SPD

Kota
Makassar,
Selnua
Keclmalrn.
Semua
Kelurahan

721 Dokumen 200.000.00{)

Koordinasi, Fasilitasi.
Asistensi, Sinkmoisasi,
Supervisi, Monito.ing, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbaogan dan Dana
Transfcr Lsinnya

Jurnlah Dokumen Hasil Koordinasi.
Fasilit{si, Asistensi, Sinklooisasi,
Supei'isi, Monilorin& dan Evaluasi
Pengelola& Dana Perilnbangan dln
Dana Transier Lainnya

Kota
MakSssar,
Semua
Kecamata&
Semue
Kelulaltarl

8 Dokumen 600,000,000 Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkonisa3i.
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Tmnsfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Fasilitasi. Asistensi. Sinl.ronisasi,
Supervisi, Monitoring d8n Ev8luasi
Pengetolaan Dana Perimbangan dan
Dana TrBnsfer Lainnya

Kota
Mskas$r.
Semua
Kecamatan.

KelllIahan

8 Dokumen 429.997.000

Koordinasi, P€laksanarn
Kerrasama d6n Pemanteuan
Transaksi Noo'Iunsi
dengan Lembaga Keuangan
Bank dan LembaSa
Keuangan Buk3n Benl

Jumlel Dokumen Hasil Koordinasi.
Pclaksanaan Kerja Saha dan
Pemantauan Transaksi Non Tunei
dengafi Lembaga Keuangan llank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kota
Makaisar,
Semua
Kecsmatsi,
Semue
Kelunil6n

13 frokumen 370.000,000 Koordinasi, Pelalsanaan
Ke4&ssha dan Perhanteuan
Tr&rsaksi Non Tunai
dmga[ Lembaga Keuan8ar
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bsnk

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi.
Pelsksanaan Kerja Sama dan
Pem8ntauan Transatsi Non Tuosi
dengan l,embaga Keuangan Baik dan
Lembsgu Keuangan Bukan Banl

Kota
Matass$,
Semua
Kec€malln.
Semua
Kelurahan

13 Dokumen 344.987.000
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Koordinasi dan P€nyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengelurran Kas Doersh,
Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksana&
Pemungutai/ Pemotongan
dan Penyeloran Pe itungan
Fikk Ketjga (Pl'K)

Jumbh Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran K.&s, dan Pelakssnaan
Pemungutan /Pemoiong6n dan
Penyelorsn Perhitungar Fihak Ketiga
(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
dalan rangka Penyusunan Lag)rsn
Realisosi Penerimaatr dan
PenS€luaran Kas D8e.ah. Laporan
Aliran KBs. d6r PelalsEnasn
Pemungutan/Pcmotongar dan
Penyetoran Perhitun8an Fih6k Ketiga
(PFK)

Kota
Makassar.
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

28 Laporan 400.000.000 Koordimsi daa Pe[yusunan
Laporan Realisasi
PeDerimaan dall
Pengeluarm Kas DaeIah,
Laporan Aliran Kas.
dar Pelalcanarn
Pemungutai, Pemotongar
d4n Penyeticra, Perhitungsn
Fihak Keliga (PFK)

Jumlah l,aporan Realisasi Pen€dmaan
dan Pcngeluaran Kas DaeBh,
LapoBn Aliran K&e, dan Pelaksansan
Pemungutar/Pemotongan d4n
Peny€toran PerhiEnsan Fihak Ketiga
(Pl-K) d.rn Laporan Hasil Koordinasi
dalEm mngka Pcnyusunrn Laporan
Redisasi Penerimaan dan
Pengelualan Kas Daoah, Laporan
Alirsn Kas. d6n Pelaksanaan
Pemungutan aPemotongao dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

Kota
MalGssar,
Semua
Kecrma$r,
Semua
K€lurahan

2t Lapora. 268-752.000

Rckonsiliasi Data
Penerimaan d6n
Pengeluaran Kas S€rta
Pemungutan drn
Pemolon$n Atas SP2D
dengan tnstansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Dala Penerimoan dan Pengeluamn
Kas sotta Pemungutan dan
Pemolofl8an atas SP2D dengan
Instaosi Terkait

Kota
Mak&ssaJ,

S€mus
Kecsmalan,
Semua
Kelulahan

t75,000,000 Rekonsilia"li DaL6

Pengeluaran Kes Sena
Pemungutar! &n
PemotonSan Alas SP2l)
dengan InsGnsi Terksit

Jumlah Dokumen Hssil Rekonsiliasi
D&ta Pene.imasn dsn Pengeluaran
Kas sena Pemungutan dan
Pemolonga! atas SP2D den8an
Instaosi lerkait

Kota
M6kaasar.
Semua
Kecsmatan
Ssmua
Kelurahn

4 Dokumen r30.000.000

Pembin8an Penatausaha an
Kausng$ Pemcrintah
Kabupster/K otr

Jumlal Orang yang Nlengikuti
Pcmbinaan P€natausehaan Keusngrn
Pcmeriotlh Kabupate[iKota

Kota
Mskasssr,
Sedlua
K€camataD,
Semua
Kelurahal

75 OranS 550.000.000 Pembinaan Penatausaha an
Keuangan Pem€rinlr}l
Kabupafen ( ot8

Jumlsh orang yaDg Mengikuti
Pembinam Penstausahaan Keuangsn
Pemerintah Kabupsten/Kola

Kota
Makassar.
Semua
Kecrmata.n.
Semua
Keluahan

75 Orang 400.000,000

Koordinrsi dsn P€lrkssnaan Akuntnnsi dan Pehporan K€urrgan Daersh 3,500,000,000 Koordiresi den Pehkrtrarn Akunt3ltsi dan P€hporan Keuabgen D.erah 2,787,386,0(m
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Rekonsiliaii dan Verifi kasi
Ase! Kewajiban. Ekuitas,
Pendop{ran, Belanjo,
Pembiayaan. Pendapalao-
LO, dan Beban

Jumlah Dokumen Hasil Rekorsiliasi
dan Vgifikasi Aset, Kervajiban,
Ekuitas, Pendapalan, Belanja,
Pembiayaarl Pendapatan-Lo, dan
Beban

Kola
Makassar.
Semua
Kecamalan.
Semua
Kelurahan

l3l Dokumen 400.000.000 Rekonsitiasi dan Verifi kali
AseL Keuajiban, Ekuilas,
Pendapalan, Belanj4
Pembiayasn. Pen&patan-
I-O. dan Beban

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, PeD&palr.n. Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-l-O, dsn
Beban

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatrn.
Semua
Kelumhan

13 I Dokumen 299,987.500

Konsolidrsi Laporan
Keuangsn SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintal Da€mh

Jumlah Laporan Kelrn8an SKPD,
BLUD dan Laporsn Keusnga.n
Pemerintah Daerah yang
Terkonsolidasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatarl
Semua
Keluraian

I166 t-aporan E00.000.000 Konsolidasi Laporan
Keuaqan SKPD, BLUD
dan Laporar Keuan8an
Pemerinlah Daemh

Jumla} l,aporan Keu.angan SKPD,
BLUD daD Lapomn Keuangan
PemeriotEl Daerah yang
Terkonsolidasi

Kola
Ma.kassor,

Semua
Kecamstan,
Semue
Kelumhan

I I66 Laporan 649,984,900

Koordinssi dan Penyusulan
Ranc€ngan P€raturan
Daerah tentang
Pertangguogiavabal
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraluran
Kepala Dserah tenlang
Penjabaran
Penanggungiawaban
Pelalsanaan APBD Pmvinsi

Jumlah Rancangan Pcrstur-an Daerah
tentang P€nanSgungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dar
Raocangan Peraturad Kepala Da€rah
tentang P€njabaran
PertangSungiawabon Pelsksanaan
APBD Provinsi

Kota
Mak6ssar,
Semua

KecamatarL
Semua
Kelurahn

9 Dokumcn 1.350.000.000 Koordinasi daa Panl,usunan
Raocaogan Peratut-ao

Daerah tenlang
Pe.tanggungjawlban
PelElssnaan APBD hovinsi
dan RancanSan Peaatumn
Kepala Daerah tenlang
PenjabsraJr

Pertanggungjs\xaban
PeLalsanaan APBD Provinsi

Jumlgh RanclDgan Per6turan DaerBh
tentang PerErgguogiawaban
Pelakssna8n APBD Prolinsi dan
Rancingan Pe.atusn Kepala Da€ni
tentBng P€njabaran
Pertanggungiawaban Pelalsanaan
A-PBD Plovinsi

Kots
Ma.kassar.

Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

9 Dokumen l,l?9.996,100

Penyusunao 
-f 

an ggapan/Ti
ndak Lanjut teftadap LllP
BPK alas Laporan
Pert nggungj a*aban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen TangSapai/Tindak
Larjut terhadap LHP BPK alas
Laporar Pertnoggungiewsban
Pelaks€n8an APBD

Kota
Makosssr,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

25 Dokumen 300,000,000 Penllsunan Tanggapan/Ti
ndak Lonjul terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pe.langgungj awaban
Peiaksanaan APBD

Jumlal Dokumen TanEgapan/Tindak
Lanjut terhadap LIIP BPK alrs
Laporan PertangSungjawaban
Petaksanaan APBD

Kola
Makassar.
Semua
Kecamatan,
Semue
K€lurahan

25 Dokumen 247.414.90t)

b,
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Pembinaan Akuntansi.
Pelaporan dan Penanggungj

Pemerintah Pro\ insi

Jumlah orang yang Nlengikuli
Pembinaan Akuntansi, P€lapomn dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Provinsi

Kota
Makass€r,
Semus
Kecamatar!
Semua
Kelurahan

288 O.an8 650.000.000 Pembinaan Akunransi.
Pelaporan dan Penanggungi

Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Akunlansi. Pelapomn dan
PertangSungjaw&ban Pemerintah
Provinsi

Kota
Ma*assar.
Serhua
Keconaran,
Semua
Kelurahan

2E8 Orang 409,912.400

Penunjrng Lrusal! KcweneDgrn Pengelolrfln Keux[gsn Daerah 2,586,820,807,45r Petunieng Urusan Kewen{ngar P€ngelolaan K€usngan Dacrah 2,55t,165,221,562

Analisis Perencanaan dun
Pelaksrao Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pihiaman Pemerintah
Dsera.h

Jumlal Lsporan Hasil Analisis
Perencatraa, d.an PelaksaJraar
Pembayaran Cicilan Pokok dan
Bunga Piniarnan Pefterintah Daerah

Kots
Makassar.
Somua
Kccamalan.
Scmua
Kelurahan

4 Laporan 4.466.445.356 Analisis PerencaDaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cioilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daer3h

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaa, dan Pelakssnaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan
Bunga Pinjaman Pemerintah Dacrah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

4 Laporan 2,049.717 ,4'.t5

Analisis Pcrencsnaan d6n
Penyalumn Banuan
Keuangan

Jumlal Lag)ran Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangao

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Sanua
Kelurahan

4 Laporan 901.000.961.010 Analisis Percncanaan dan
Penyaloran Bsntuan
Keuangan

Jumlah Lapomn Hssil Analisis
Perencanaan dan Penraluran Ba uan
Keuangan

Kota
Makass&r,
S€mua
Kacamatan,
Semua
Kelurahan

4 Laporan 542.224.433.t 16

Pengelolaan D6na Darurat
dan
Mendesak

Jumlah t,aporan Hasil Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak

Kota
Makassar,
S€mua
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

4 l-aporan t50.000,000.000 Pengelolaan Dana Danrat
drn
Mendesal

Jumlah Laroran Hasil Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

4 Laporan I t,726,386.278
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Pengelolaan Dana bagi
Hasil Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Provinsi

Kota
Makassar.
Semua
Keca$atan.
Semua
Kelurahan

4 Laporun 1.531.353.401.0E5 Pengelolasn Dana bagj
Hasil Provinsi

Jumlsh Lapran Hesil
Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Provinsi

Kola
Makassar.
Semua
Kecarnatan.
Semua
Kelumhan

4 [-aporall 1.995.164.684.133

PROCR{M PENGELOLAAN BARANC IITILIK DAERAH 3,E25,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN BAR{NC MILIK D-{ERAII 5,001 ,28,t,0u,

Pengelolren BarsnC Milik Dr.rsh 3,825,000,000 Pengclohan Ermng Milik Dsereh 5,001,284,000

Penyusunan Strndsr Hsrga Jumlah Standar IIarga yang Disusun Kota
Makassar,
Semua
Kecamata&
Semua
K€luraian

6 Dokumen 270.000.000 Penlrsunan Standar Har8a Jumlah Standar HargB yang Disusun 6 Dokumen 3r3,366,500

Penyusunan Slanda! Barang
Milik Daerah dan Stadar
Kebutuhan Bar6n8 Milik
Daemh

Jumlah St nd:r Banng Milik Daetrl
dan Standar K€butuhsn
Borong Milik Dscrlh

Kota
Makassar,
Sernua
Kecam&tar\
Semua
Keluralun

2 Dokumen 20.000,000 Penf usundn Stsndar Balang
Milik Daerah dsn Slandar
Kebuiuhai B3rllrg Milik
Daersh

Jumlah Sland0 Bardrg Milik Daerah
dan Standlr Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Kola
Makassar,
S€mua
Kecamalan,
Semua
Kelurahan

2 Dokumen 60.852.500

PenyusunaD Renc€ns
Kebutuhan BalarS Milik
Dacrah

Jumlah R€ncana Kebutuhan B?fang
Milik Da.rah

Kota
Malasssr.
Semua
Kecamatan.
Semua
Keluahan

5 Dokumen t 45,000,000 P€n)Trsunan Rencana
Kebutuhan Bamng Milik
Daerah

Junlah Rencsna Kebutuhan Baran8
Milik Daemh

Kota
Makassar,
Semua
Kecamatsn,
Semua
Kelurahan

5 Dokumen 49,530.700
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Makassar,
Semua
Kecamata!,
Semua
Kelurahan



Penatausahaan Ua..arg
Milik Dacrah

Juml8h Laporan Penatausahaan
Banng Milik Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamat!n.
Semua
Kelurahan

19l l-aF)ran 300.000.000 Penataus€iaan Barang
Milik Daerah

Jumlah l,aporan Penatausalaan
Bamng Milik Daenh

Kota
Makassar,
Semus
Kecamat4n.
Sehua
Kelurahan

l9l t.aporan 247.945,100

tnventarisasi Barsng Milik
Daer6b

Jumlah Laporan Hasil Invenbdsesi
(LHI) Barang Milik Da€rah

Kota
Makassa!,
Semua
Kecanatan.
Semua
Ke luaha,l

55 Laporrn 1.040.000.000 Inve arisasi Barang Milik
Daersh

Jumlah t.aporan Hasil lnventarisas;
(LHl) BranS Milik Dacrah

Kota
Makassar.

K€camaian-
Semua
K€lurshan

55 Laporan r.042,845.700

Pengamanan Bamng Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Barang Milik Da€ra]t

Kot
Makassar,
Semu!
Keca$6tar\
Semua
Keluahan

5 l-afrcran I.330,000,000 Pen8amanan Barang Milik
Daerah

Jumlal [,aporan Hasil Pengamanan
Barang Milik Daerah

Kolo
Makassar.
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahao

5 Laporan r,423.067.2m

Penilaian BaranS Milik
Deerah

Jumlah Lapordn Hasil Pcnilaian
BaIang Milik Daerah d8n Hesil
Koordinasi Penllsian Borang Milik
Daerah

Kota
M8kassrr,
Semue
Keaarnatrm,
Semua
Kelumhan

I Lapor.$ 120.000.000 Penilaian Barang Milik
Dsarah

Jumlal I-aporan Hasil Penilaian
Barong Milik Doerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian BaranS Milik
Daemh

Kota
Makassar,
S€mua
Kecamatan,
Semua
Keluahan

I Laporalr 6t 8-622.500
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Penga*'asaD &n
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan H&3il Pengaw&ssn
dan Pengendalian Pengelolaan Barang
Milik Daerah

3 l,aporxn -150.00{).000 Pengarlesan dan
Pengendalian PengelolaEn
BararS Milik D&erah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
da.n Pengcndal ian Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Kota
Ma-kassar,

SehuB
Kecamatan.
Semua
Kelurahan

3 Laporan 387.329,500

Optimalisasi Pengguoaan.
Pems.nfaala[
Pemindahtanganan.
Pemusoahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Dae.ah

Jumtah Dokumen IIasil Opti'nalisasi
PenggunaarL Pemanfaallll,
Pomindahtanganan, Pemusnaian, dan
Penghapussn Barang Milik DaeraI

Kota
Mak&sssr,
Semua
Kecamatan,
Semua
Keluahan

59 Dokumcn 250,000.000 optimalisasi Penggunaan.
Pemanfaaull.
Pem indahtanSanan,
PemBnahsn. &n
Penghapussn Barang Nlilik
Dacrah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Pcn8gunaan. Pemaofastan,
Pcmindahtangana.n. Pemusnahan, dan
Penghspusan Barang Milik Daerah

Kota
Makessar.
Semua
Kecamalan,
Semua
Kelurahan

59 Dokumen E57.724,300

2,711,999,011,920 2,607,850,r8J,054
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Kotr
Makassar.
Semua
Keaam&tan.
Semua
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen

perencanaan tahunan perangkat daerah yang renggambarkan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan analisis hasil evaluasi kinerja tahun

sebelumnya dan juga hasil penelaahan usulan program dan kegiatan yang diambil dari

forum perangkat daerah maupun forum lainnya yang melibat<an pemangku kepentingan

yang terkait dengan tugas fungsi perangkat daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah, sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, juga telah

menjaring informasi terkait usulan program dan kegiatan baik dari Kabupaten/Kota berupa

proposal banfuan keuangan, dari masyarakat dan lembaga swasta berupa proposal

bantuan hibah yang kesemuanya merupakan bagian dari penganggaran belanja tidak

langsung. Olehnya ifu, seperti tahun-tahun sebelumnya usulan tersebut akan diproses

melalui mekanisme penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan keuangan yang

berlaku di Pemerintah Provinsi Sularrvesi Selatan.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan unfuk rnemproses penganggaran dan

pelaksanaan belanja tersebut adalah melalui kegiatan Perencanaan dan Penganggaran

Bunga, Subsidi, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara rinci, rencana kegiatan, lokasi, indikator dan

target kinerja terkait dengan pengelolaan bantuan hibah dan bantuan keuangan yang

diproses oleh BKAD Prov. SulSel untuk tahun 2023 kami sajikan pada tabel di bawah ini
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Kab. Barru

Kab. Bone
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Program Pengeloaan Keuangan Daerah

Kegiatan PenunranB U rusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Pengembangan Kabupaten Kota

TabelT-C.32

Usulan Program dan Kegiatan Dari Kegiatan MasyankaUAspirasi Kab/Kota

Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kab. Bantaeng Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

1 kegiatan Anggaran

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Jumlah Laporar Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

l kegiatan Anggaran

L kegiatan Anggaran
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500,000,000

15,273,019,000

51 ,725,947 ,468

Anggaran Catatan
Program/Keglatan/5ub

kegiatan/usualan Kegiatan
Lokasi lndikator Kinerja Vol.



Kab. Luwu Timur
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Kab. Bulukumba

Kab. Enrekang

Kab. Gowa

Kab. Jeneponto

Kab. Kepulauan

Selayar

Kab. Luwu

Jumlah La poran Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis

Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis

Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran

Bantuan Keuangan

70

1 kegiatan Anggaran

L kegiatan Anggaran

1 kegiatan Anggaran

L kegiatan Anggaran

1 kegiatan Anggaran

1 kegiatan Anggaran

4,474,177,267

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

10.000.000.000

25,403,2'10,000

8,000,000,000

l kegiatan Anggaran



Kab. Luwu Utara

Kab. Maros

Kab. Pangkajene
Kepulauan

Kab. Pinrang

Kab. Sidenreng
Rap pa ng

71

1 kegiatan Anggaran

1 kegiatan Angga ran

1 kegiatan Anggaran

1 kegiatan Anggaran

1 kegiatan Anggaran

l kegiatan Anggaran

500,000,000

20,273,820,OA0

21 ,944 ,7 19 ,040

14,668,516,000

500,000,000

1't,342,170,580

0

Kab. Sinjai

Kab. Soppeng
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Jumlah Laporan Hasil Analisis
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Kegiatan tersebut diatas akan dilalaanakan oleh BKAD Prov. SulSel dalam tahun 2023 ini

sebagai bagian implementasi dari visi misi Pemerintah Provinsi Sulauesi Selatan untuk

menghadirkan pusat-pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di 24 Kabupaten/Kota.

Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel menjadikan pengelolaan belanja Transfa yang terdiri dari belanja

bagi hasil, belania bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan sebagai

salah safu faktor penting dalam mendukung misi tenebut melalui kegiatan Perencanaan dan

Penganggaran Bunga, Subsidi, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
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BAB III

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan dan asset

daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan melakukan

komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi teBebut, ke

Pemerintah Pusat melalui 4 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni

Kementenan Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemenksa Keuangan dan

Badan Pertanahan Nasional. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan fujuan,

sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempeftmbangkan

informasi terkait arah kebrjakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sesuai dengan arahan RPJPN 20052025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap lV) yaitu

Mewujudkan masyarakat lndonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya sfuktur

perekonomran yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh Sumberdaya berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan Visi RPJMN 2020-

2025 'Terwujudnya lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Bekepribadian

Berlandaskan Gotong Royong".

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yailu: "Meningkad<an

lndustri, Pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan lnfrasbuKur

untuk pertumbuhan berkualitas" dengan 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu:

1, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamrn

pemerataan.

3. Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5, Memperkuat lnfrastruklur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar.
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6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan

iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik lndonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik lndonesia

Tahun 2020-2024, terdapat Arah dan Kebijalon yang terkait dengan tugas dan fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawd Selatan yakni

1. Peningkatan Kapasitas Dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, Serta

Pelayanan Publik Yang Berftualitas dan Penguatan lnovasi :

1) Sinkronisasi dan harmcnisasi peraturan perundang+ndangan pusat dan

daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi,melalui :

a. Pengembangan sistem informasi ePerda yang terintegrasi dengan Sistem

lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.

c. Analisis kebufuhan pembentukan Perda.

d. Reviu Ranpeda dan Ranperkada.

e. Pemanfaatan hasil-hasil kelihangan sebagai naskah akademik atau

rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research based policy).

2) Penguatan implementasi hansformasi ekonomi di daerah, melalui:

a, Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta

pengembangan potensi desa unfuk peningkalan pendapatan desa;

b. Peningkatan kedasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam

rangka peningkatan ekonomi desa;

c. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanhatan dana

daerah dan aset daenah unfuk rneningkat<an perfumbuhan ekonomi dan

membuka lapangan keda, mencapai target ekonomi makro nasional

maupun indikator ekonorni daerah, mengurangi kesenjangan anhr daerah,

optimalisasi mandatory spending infrastukfu r pro investasi;

d. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daenah;

e. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan janing pengaman

soial sebagai dampak dari penyebaran pandernic Covid-19;
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2, Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik lndonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dapat diiabarkan Arah dan

Kebijakan Kementerian Keuangan Republik lndonesia yang terkait dengan tugas

dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulatrcsi Selatan yakni sebagai

berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang eehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan

Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi

yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan

fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sector

keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk

percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional

dampak Covid-19.

b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja

perekonomian yang terdampak Covid-19.

c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan

kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang

untuk pemulihan perekonomian.

d. Penyempumaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang

fiskal dan sektor keuangan.

e. Perumusan stategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan

berkelanjutan.

f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang

efektif untuk mendukung suslainable environment.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan

neraca

h. transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk mempekuat

fundamental ekonomi langka menengah.

i. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan

daya saing.

j. Pemberian insentif liskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan

ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
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k. Harmonisasi pemberian fasilitas flskal lintas unit di intemal Kementerian

Keuangan atau dengan l(L lainnya.

l. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta

keuangan.

m. Penguatan kebi.jakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan

inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.

2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang

Berkualitas adalah alokasi belanla pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi

yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan belanja

negara yang berkualitas adalah:

a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang

memberikanbfleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis

jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan

bencana nasional secara cepat, efsien, dan tetap akuntabel.

b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi

yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat

dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk

mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di

desa.

c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belania l(1, penggunaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau

kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan

layanan publik dan perekonomian.

d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih

elisien dengan implementasi new thinking of working, melalui penerapan

teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran

pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan

tetap menjaga aspek good govemance.

e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting, dan

monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.

f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta lmplementasi

Redesign Sistem Penganggaran ruL dan daerah berdasakan standardisasi
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program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, stuktur dan kode akun,

serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.

g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran l(1, Transfer ke Daerah dan

Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (integrated

funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi

prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.

h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan

kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik

kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik

antardaerah.

i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk

meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi

daerah.

j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama

pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan

penyediaan layananharang publik yang dapat dilakukan dengan skema

bisnis,

k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile

dengan tetap menjaga aspek good governance.

l, Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara

menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan

kebijakan yang cepat dan tepat.

m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja

Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk

mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses

penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan

reward and punishment.

3. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan
yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan,

Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan

Risiko yang Terkendali adalah:
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i. Pelaksanaan dan pertanggung.lawaban anggaran belanja pemerinlah

yang efeKif, efisien, dan akuntabel.

ii. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efeKif serta

memberi manfaat fi nansial.

iii. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara

yang terkendali.

3. Arah dan Kebijalon Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia

Berdasarkan Rencana Sfategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Iahun 202G2024, dapat dilabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas

dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Sineqi dan Kolaborci dalam Pemeriksaan dan

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secam Berkelanjutan

Strdegi 2 - MeningkHran Kualita Pemeriksaan Secara Shategis,

Antisipa[if, dan Responsif

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan

memperhatikan isu sfategis yang menjadi perhatian masyarakat

atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkat<an kematangan organisasi ke level insight dan

foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal

point dalam berkontibusi mengawal pelaksanaan RPJMN

202W024 dan implementasi SDGs sebagai agenda

intemasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas

pemeriksaan sesuai mandat menenuhi pemintaan pemangku

kepentingan, dan pemaiksaan yang memperhatikan isu publik

secara sfalegis, antjsipatil dan responsif. Sfategi pemeriksaan

BPK benilat sfategis karena akan memperhatikan unsur

tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi

karaKer agenda pembangunan nasional yang diusung dalam

RPJMN 2020-2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK

akan dapat nelakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada

seluruh kementerian/lernbaga terkait dengan mengoptimalkan

seluruh sat<er yang dimiliki BPK sesuai dengan kerrrenangan
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dan portofolionya mmingmasing. Hal ini akan menghasilkan

rekomendasi pemaiksaan dan bahan pendapat yang lebih

berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan

perbaikan pemerintah di mma yang akan datang.

Strategi 5 - Menguilon Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan

Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Rugi Negan

a. Penguatan Regulasi di Bidang PemeriksaanKeuangan

Negara

Sfategi ini berkaitan dengan upaya memebrikan

pertimbangan secara aktif tahadap rancangan dan

perafuran perundang-undangan pemeriksaan

keuangan Negara, yang berdampak pada pelaksanaan

fugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas

tata kelola keuangan Negara

b. Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan

Negara

Stategi ini bakaitan dengan upaya menguat<an aspek-

aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar

proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan

perafuran perundang-undangan yang berlaku dan

termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hokum dari pihak

lain

c. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Sfategi ini berkaitan dengan upaya meningkafl€n peran

aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian

negara, baik yang disebabkan deh bendahara, pegawai

negei bukan bendahara maupun pejabat lainnya.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolabotasi dalam Tata Kelola Organisasi,

melalui strategi:

Strategi 6 - Mengoptimallon Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja

Samadengan Pemangku Kepentingan

Sfategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan

sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu
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organisasi. Sumber daya BPK nencakup SDM, teknologi

informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta

keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan keria sama

dengan para pennrgku kepentingan. Pemangku kepentingan

merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun

indiMdu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung

atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga

perwakilan, pernerintah, entitas yang diperiksa, instansi yang

berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-

undang, oqanisasi kemasyarakatan dan profesi, serta

lembagalembaga intemasional. Hubungan baik antara BPK

dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat

melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas

pemeriksaan dan pergelolaan keuangan negara.

Upaya mengoptimalkan sumber daya danketerlibabn

pemangku kepentingan diharapkandapat membawa perbaikan

dan penyempumaan terhadap kondisi BPK saat ini. Rensfa

BPK 2020-2024 telah mengidentifikasi dan mengintegrasikan

kondisi saat ini dengan hasil penilaian mandiri dengan

pendekatan SAI PMF self assessment pada Domain A

(lndependensi dan Kerangka Hukum) untuk indikator SAI-1

Independensi, Domain B (Tata Kelola lntemal dan etika) untuk

indikator SAI-3 siklus perencanaan sfategis, Domain D

(Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) unfuk

indikator SAI-21 (Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan

Pendukung), Domain E (SDM dan Pelatihan) untukindikator

SAI-22 (Manajenen SDM) dan SAl23 (Pelatihan dan

Pengembangan Profesional), dan Domain F (Pengelolaan

Komunikasi dengan Stakeholder) untuk indikator SAI-24

(Komunikasi dengan Legislafif, Ekekutif, dan Yudikatif), dan

SAI-25 (Komunikasi dengan Media, Masyarakat dan Lembaga

Masyarakat), dengan mempertimbangkan kekuatan,

kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.
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4. Arah dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Rencana Sfategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan

Pertanahan Nmional Republik lndonesia Tahun 2020-2024,dapatdi4abarkan Anh dan

Kebijakan yang takait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

yaknisebagai berikut :

1. Arah dan Kebrjakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 - 2024, yaitt

Pembangunan SDM, Pembangunan lnfrasbuktur, Penyederhanaan Regulasi,

Penyerderhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonorni, maka arah dan

kebijakan Kementerian Agraria dan Tah Ruang/Badan Pertanahan Nasional

difokuskan pada:

a. Optimalisasi manfaatpenyelenggaraan ReformaAgraria;

b. Terdaftamya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan

menyelesaikan kasus-kasus pertanahan unfuk mewuludkan sistem

pendaftaran tanah stelsel positit

c. Terwujudnya RDTR di seluruh wilayah untuk nemaksimalkan

pemanfaatan dan pengendalian ruang;

d, lilenjadikan Kementerian Agraria dan Tata RuangBPN sebagai pusat

informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan

inovasi dan kolaborasi;

e, Terwujudnya kantor layanan modem dengan memberikan produk dan

layanan pertanahan dan tata ruang secara elekkonik;

f. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai

basis penerimaan Negara;

g, Terwujudnya standar kompetensi SDM profesional menuju birokrasi

standar dunia.

2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai koordinator

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami

akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubemur dan

BupatiMalikota serta Ketua DPRD dan Forkopinda.
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b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemeintah daerah

mengalokasikan belanja APBD sesuai program prioritas nasional.

c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan lntemal

Pemaintahan (APIP) Daerah.

d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

APIP Daerah dan Aparat Penegak Hukum.

e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020 sesuai 5

program prioritas yang ditetapkan Presiden.

3. OptimalisasiPelaksanaanProgramStrategis

Unfuk mencapai fujuan dan sasaran strategis, Kementerian Agraria dan

Tata RuanglBPN akan terus melakukan optimalisasi pelaksanaan program-

program sbategis, yang meliputi:

a. Percepatan pernelaan dasar pertanahan;

b. Pendafiaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

c. Penyelenggaraan ReformaAgraria;

d, Percepatan penyusunan RDTR dalam rangka penataan ruang yang

berkualitas;

e. Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan infrasfuktur Proyek

Sbategis Nasional (PSN) maupun kepentingan investasi;

f. Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam rangka

pengendalian alih fungsi lahan, Iuas lahan baku LP2B dan penyediaan

Tanah Reforma Agraria serta penertiban pelanggaran pemanfaatan

ruang;

g. Penanganan kasus pertanahan dan ruang;

h. Digitalisaasi data perhnahan dalam rangka fansformasi digital untuk

mewujudkan birokrasi 'Digital ltlelayan i';

i. Pengukuran batas kawman hutan;

j. Legislasi bidang pertanahan, termasuk melanjufl<an proses legislasi RUU

Pertanahan, pembentukan Lembaga Pengelolaan Tanah (Bank Tanah)

dan Lembaga Pengadilan Pertanahan;

k. lntensifikasi pernetaan dan penggunaan zona nilai tanah berasis bidang

dan elctensifikasi pemanfaatan nilai tanah ke berbagai instansi;

l. Pengembangan sumber daya manusia rnelalui metode talent p@1,
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Manejemen kualiEs dan mitigasi resiko pelalsanaan program shategb pertanahan dan

tata ruang.

5. Arah dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta segala unsur

yang ada dalam pemenntahan serb ketedibatan masyarakat. Perangkat daerah

sebagai unsur pembanfu pemerintah daerah betkewajiban mendukung pencapaian visi,

misi serta fujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui penebpan tujuan dan

sasaran sfategis perangkat daerah yang berkorelasi satu sama lain.

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulatrlesi Selatan yang telah tersusun

diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan rnenjadi

acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerinlah Provinsi Sulawesi

Selatan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas

pembangunan daerah dimaksudkan juga unfuk menjaga percepatan pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi

Selatan tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang

merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan

dilaksanakan pada bhun 2023 terdiri dari 6 prioritas pembangunan, 9 sasaran (12

lndikator Sasaran), dan 69 prqram prioritas.

Tujuan, sasaran dan sfategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan

setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-

2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulauresi

Selatan Tahun 2023 merupakan pelakanaan tahun ke3 (tiga) dari proses

penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka lvlenengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Prioritas pembangunan Provinsi Sularilesi Selatan Tahun 2023 terfokus pada

pencapaian target indikator fujuan, sasaran, sfategi dan arah kebijakan hhun 2023,

RPJMD 2018-2023 dan Rencana lGrja Penerintah (RKP) 2023.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sularivesi Selabn, Prioribs pembangunan daerah

Provinsi Sularrrcsi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda pembangunan pe[Erintah

daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5
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(lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Sular,rresi Selabn Tahun 2018-2023 melalui

rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah

dirumuskan dari isu sbategis yang diselanaskan dengan sasaran misi RPJMD tahun

berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta

memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2009- 2029.

Unfuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema

pembangunan daerah Provinsi Sulauesi Selatan memperhatikan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional. Memperhatikan arahan tenebut, maka tema pembangunan

daenh tahun 2023 yaitu.

"Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Membangun lnfiastruKur

untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas'

Guna percepatan pencapaian fujuan pembangunan daerah temebut, ditetapkan

prioritas pembangunan daerah tahun 2023, neliputi:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing.

2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi

pertumbuhan.

3. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan tansformasi ekonomi.

4. Percepatan Penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat

5, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan

6. Pemantapan reformasi birokrasi

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah

Provinsi Sularlrresi Selahn tahun 2023 difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai

berikut:

1. Tujuan 1 . Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan,

dengan sasaran meliputi:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerya pemerintah

b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan Publik

2. Tujuan 2. Meningkafl<an infrastruktur wilayah, dengan sasaran utama adalah

meningkatkan aksesibilitas infrastrukfu r. Tujuan dan sasarannya difokuskan

pada:

3. Tujuan 3. Meningkaflon pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan

dan antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:
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a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk perekonomian berbasis

sumberdaya alam

b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah

4. Tujuan 4. Meningkafl<an kualitas sumberdaya manusia secara inklusif, dengan

sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

b. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan

c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5. Tujuan 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya

saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya lampung

lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk perekonomian berbasis

sumberdaya alam

b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim

Berdasarkan fujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

yang ingin dicapai, maka ditebpkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 sebagai

berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.

2. Peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat

pertumbuhan lainnya.

3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi

komoditi unggulan.

4.Peningkatan kapasitas, keterampilan dan diversifikasi keterampilan

kewirausahaan.

5. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan

kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta upaya peningkatan perbaikan

gizi masyarakat.

6. Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik,

ekonomi, budaya dan agama.

7. Peningkatan produktifitas dan daya saing komoditas berbasis sumberdaya alam

serta pengembangan industri.

8. Peningkatan kapasitas kelembagaan tatalaksana dan keterpaduan pengelolaan

sumberdaya air.
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9. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan

'l0.Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan pengelolaan bencana.

l l.Peningkatan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi melalui peningkatan

akses dan kualitas pendidikan menengah.

Berdasarkan hal tersebut di ahs, di Tahun 2023 ini, Badan Keuangan dan Aset

Daerah, akan mendukung arah kebilakan pembangunan Penprintah Provinsi Sulalvesi

Selatan rnelalui alokasi pendanaan yang proporsional, khususnya dalam mewujudkan

arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan

administrasi dan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Prov. SulSel

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan. Pada dasamya tujuan pengelolaan kzuangan dan aset daerah adalah

keinginan unfuk mengelola keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, kansparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepafutan, dan manfaat unfuk masyarakat. lde dasar

tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang

memiliki tiga pilar utama yaitu tsansparansi, akunhbilitas, dan pafisipatf.

Unfuk maksud tenebut diatas, maka dihmilkan rumusan fujuan yang ingin dicapai

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu 2018 - 2023 sebagai berikut :

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Daerah yang

Berkualitas (Tertib, Taat Aturan,
Transparan dan Akuntabel)
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Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya fujuan, berupa

hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outmme) program perangkat daerah secara spesffik, terukur, dalam kurun wakfu yang

lebih pendek dari tujuan. Pada tahun Perubahan anggaran 2023, sasaran yang ingin dicapai

oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang

tertuang dalam Rensta BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20182023 adalah sebagai

berikut :
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Meringkatnya
Akuntabilitas Kinerja,
Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah

lleningkatkan
Akuntabilita3 Perangkat
0serah

1. Persentase Temuan
Material

2. Persentase ASN Nilai
SkP Kategori Eaik

3. Persentase Nilai SAKIP

OPD

Mettlngkatkan
Pertelohan Keuangan
dan Sarang Millk
Daerah yant Ber*ualltas
[fedib, Taat Aturao
Traniparan dan
Akunrab€ll

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Dan Barang Milik Daerah

1. Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah Dalam
Penyampaian RKA Tepat

2. Persentase
Kabupaten/Kota Yang
Mendapatkan OpiniWTP

3. Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah Dalam
Pengajuan Dokumen
Pembayaran Sesuai
Ketentuan

4. Tingkat Kepatuhan
Perangkat Daerah Dalam
Penyampaian taporan
KeuanBan Tepat Waldu

5. Kontribusi
Pendapatan Dari
Pengelolaan BMD
Terhadap PAD



Tujuan dan Sasaran tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari

keseluruhan hasil akhir dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatandengan kata lain pelaksanaan sfategi, kebijakan

serta program dan kegiatan, fujuan akhimya adalah bagaimana mencapai fujuan dan

sasaran baik untuk jangka wakfu 1 lahunan Rencana Kerja maupun 3 tahun periode

Perubahan Rencana sbategis. Keterkaitan antara fujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

89

DERUBAIIAI NETCATA I(ERIA (NEi[.D' ?f,Uui 
'O??

Temuan1. Persentsse

l\,latedal

0,5%

2. Persenhso ASN Nilai

SKP Kategori Baik

100%

I lileningkat€n Akuntabilitas

Perangkat Daerah

I\,leningkahya f\kunhbilitas
Kine{ja, Pereflcanaan

dan Pengebaan Karangan

Pe€ngkat Daerah

3. Pers€nhse Nilai SAKIP

OPD

81Yo

4. Tingkat Kepatrhan

Perangkat oaerah

Dalam Penyampaian

RKA Tepat Waktr

100%

Persenhse
Kabupabnltuta
I\,lendapatGn

W]?

Yang

0pini

1000/o

Tingkat Kepafuhan

Perangkat Daerah

Dalam Pengajuan

Dokumen Pembayaran

Sesuai Ketentuan

1000/"

i. Tingkat Kepatuhan

Perangkat oaerah

Dalam Penyampaian

Laporan Keuangan

Tepat Waktr

100%

2 l\reningkat€n Pengeblaan
Keuangan dan Barang Milik

Daerah yang BerfualiEs

[l'ertib, Taat Atrran,
Transparan dan Akunhbel)

iileningkafrya Kualibs
Pengelolaan Keuangan

Dan Barang llilik Daerah

L Konbibusi Pendapatan

Dari Pengelolaan BMD
Terhadap PAD

2%

D|DII lEltttctt Dtr ltll DAltilr DIOYltn nnrUtn *Lt?tI

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET
KINERJA

TUJUANS
ASARAN

PADA
TAHUN

20n



BAB IV

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada tahun 2023, terdapat 3 Program, 14 Kegidan Dan 64 Sub Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh BI(AD Prov. SulSe{, dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 Program Teknis, berisi kegiatan-kEiatan teknis yang berhubungan erat dengan

tugas pokok dan fungsi BKAD, yaitu kegiatan terkait Penganggaran, Penatausahaan

dan Perbendaharaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban, Pembinaan dan Evaluasi

APBD KabupateniKota, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 Kegiatan, dan 33 Sub

Kegiatan

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan, Dan 9 Sub

Kegiatan

2. 1 Program Rutin/umum, yang berisi sekumpulan kegiatan yang menunjang

keberirasilan program teknis tersebut diatas, yang banyak terkait dengan kegiatan

perencanaan, keuangan dan umum, kepegawaian serta hukum di lingkup BKAD Prov,

SulSel :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari I Kegiatan,

Dan 22 Sub Kegiatan

Kedua kelompok program tersebut saling mendukung safu sama lain unfuk

mewujudkan pencapaian hrjuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan di tahun 2023. Program dan kegiatan ini menjadi inslrument penting

dalam mendukung pencapaian sasaran stategis BI(AD Prov. SulSel. Selanjutnya, unfuk

menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah

keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan

yang indikatif, yang nenggambarkan tolok ukur kinerja / target yang diinginkan untuk

masing-masing program dan kegiatan.

Indikator kineda dipergunakan sebagai data dan informasi dasar unfuk melakukan

identjfkasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan
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peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, rnemantau perkembangan

pelakanaan program kebijakan, dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi

dampak dai kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban

kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana

yang dibutuhkan unfuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif

untuk tahun 2023, yang dapat dilihat pada label T-C.33 Rumusan Rencana Progran

dan Kegiatan BKAD Tahun 2023 dan Prakiaan Maju Tahun 2024, dibawah ini :
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Tabol T6.33
Rumuean Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

5 0 1.

0

11

0
I

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanarur Perangkat
Daerah

PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
I)aerah

l6 DokumenKota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

16 Dokumen Sokretariat
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I 7 3 4 5 7 8 9 10 ll
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

t KEUANGAN 2,607,850.8&,,0
54

3,151,761,295,1
20

5 0

2

0

I

PROC RAM PI'N UNJANC URUSA N PEi}IERI NTAHAN DAERAH PROVINSI 39,482,828,392 43,594,516,008

5 0

,
0

I

l.
0

I

Perencanaan, Pengenggarrn, dan Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah l,834,233,700 2,600,000,000

3 15,052,600 700,000,000

1

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja
Kode

Urusan/ Bidang
Urusanl

Program/
Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Keluaran Sub
Kegiatan

Lokasi
Output
Kegiata

n

Keluaran
Sub

Kegiatan

Pagu
lndikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting Tolok Ukur Target

Kebutuhan
Dana/
Pagu

Indikatif
(Rp.)



5 2 I I 2 Koordinasi dan
Penl'usunan Dokumen
RKA. SKPD

Jumlah Dokumen
RKASKPI)
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

4 Dokumen 453,442,700 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen
RKASKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

4 Dokumen 500,000.000

5 0

2

0

1

l,
0
1

0

4

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPI)

Jumlah Dokumen DPASKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

.l Dokumen 61,662,700 PENDAPATA
N ASLI
DAERATI
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen DPASKPD
dan Lagnran Hasil
Koordirrasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

4 Dokumen 350.000,000

) 0

a

0

I

t.
0

I

0
7

Bvaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

58 Laporan t,004.075,700 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

58 Laporan 1,050,000,000

5 0

2

0

t

t.
0

2

Administrasi Keuengan Perangklt Doersh 28,99s,936,503 27,204,516,008
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J 0

2

0

I

I
0

2

0
I

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

137 Orang/Bul
an

27,646,862,603 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekrrtariat Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

137 Orang/But
an

25,024,5 I 6,008

5 0

)

0

I

L
0
t

0
3

Pelaksanaan
Penatausaha an dan
Pengujian/Ve ri6kasi
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Penguj ian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

3077 Dokumen 265,257,000 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Vcrifikasi
Keuangan SKPD

3077 Dokumen 350.000,000

5 0

2

0

I

l.
0
,

0
4

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SI(PD

Kota
Makassar,
Semua
Kecffnata
n, Semua
Kelurahan

17 Dokumen 430,500,300 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

17 Dokumen 450,000,000

5 0 0

1

l.
0
.,

0
6

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lurj ut Pemeriksaan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

ll Dokumen 76,743,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

I I Dokumen 400,000,000
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triw
ulanan/Seme stcran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanar/
Triwu lanan/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/TriwulanarL/Semeste
ran SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

25 Laporan 576,573,600 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanar/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
B ul anan/Trirvulanan /Semeste

ran SKPD

25 Laporan 980,000.000

5 0

2

0

I

l.
0

3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 230,731,000 380,000,000

5 0

2

0

I

1

0

3

0

6

Penatausaha an Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Mil ik
Daerah pada SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

13 Laporan 230,73 1,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

13 Laporan 380,000,000

J 0 0

I

l.
0

Administrasi Kepegawainn Perangkat Daerah 3,295,684,353 5,000,000,000

5 0

)

0

I

1

0

5

0
,)

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapan nya

Jumlah PaLet Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kclengkapan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamala
n, Semua
Kelurahan

135 Paket 378,715,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan

435 Paket 700,000,000
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2

0

1
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5

0
3

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegarvaian

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

16 Dokumen 2,629,231,353 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

16 Dokumen 3,200,000,000

5 0

1

0

I

I
0
5

I
0

Sosialisa-si Peratumn
Perundang- Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peratumn
PerundangUndangan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

50 Orang 143,460,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan
PerundangUndangan

50 Orang 250,000.000

5 0

2

0

I

1

0
5

I
I

Bimbingan Teknis
Implemontasi Peraturan
Perundang- Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
PerundangUndangan

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

28 Orang 144,278,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
PerundangUndangan

28 Orang 850,000.000

5 0

,
0

I

l.
0

6

Administrasi Umum Perangkat Dserah 1,51 I,160,600 2,130,000,000
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1

I
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Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Pener
angan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penenmgan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Kota
Makassar.
Semua
Kecamota
n. Semua
Kelurahan

520 Paket 100,043,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Paket Komponen
Instalasi L istrik/Penerangan
Bangunan Kanlor yang
Disediakan

520 Paket 250,000,000

5 0

.,

0

I

1

0

6

0
2

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

I 160 Paket 327.2t4,600 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yan g
Disediakan

I 160 Paket 400.000,000

5 0

)

0

I

1

0

6

0
8

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

12 Laporan 300,128,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

l2 Laporan 630,000,000

5 0

2

0

1

1

0

6

0
9

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPI)

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

12 Laporan 783,775,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

!2 Laporan 850.000,000
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Pengadaen Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 672,075,100 1J80,000,000

5 0

)

0

I

1.

0
7

0
I
0

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Sernua
Kelurahan

t22Ufit 672,075,100 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

122 Unit 1,380,000,000

5 0

2

0

t

t.
0
E

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,021,000 200,000,000

5 0

2

0

1

1.

0

8

0
)

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Lishik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan l,istrik yang
Disediakan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

I 2 Laporan 45,021,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Lishik yang
Disediakan

12 Laporan 200.000,000

5 0

2

0

I

l.
0

9

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjeng Urusan Pemerintahan Daerah 2,897,9E6,136 4,700,000,0o0
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Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

.14 Unit | ,059.50 I,036 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat

Jumlah Kendaman Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

44 Unit 2,000,000,000

5 0

,
0

1

I
0

9

0
9

Pemeliharaan/Rehabi lit
asi Gedung Kantror dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kanoor dan
Bangunan Lainnya yang
DipeliharalDirehabilitasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

I Unit 1.227,966,tN PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara./Direhabititasi

I Unit 1,800,000.000

) 0

2

0

I

l.
0

9

0
I
0

Pemel iharaan/Rehabi lit
asi Saruu dan
Prasarana Gedung
Kanior atBu Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan I-ainnya yang
Dipelihara,Direhabil itasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

323 Unit 610,519.000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Sekretariat Jumlah Sarana dan hasarana
GedunS, Kantor atau
Bangunan Lainnya yang

Dipelihara,rDirehabilitasi

323 Unit 900,000,000

5 0

2

0

1

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2,563,366,770,6
62

3,100,946,779,1
l2

0

2

0

)

l.
0
I

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3,853,530,000 6,065,000,000
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Koordinasi dan
Penlusunan KUA dan
PPAS

Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS yang Disusun

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

2 Dokumen 59,396,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS yang Disusun

2 Dokumen 195,000,000

0

a

0

.,

I
0

1

0
2

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan
PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan I'erubahan PPAS
yang Disusun

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

2 Dokumen 40.848,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
yang Disusun

2 Dokumen 130,000,000
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2

0

2

1

0

I

0
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Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

Jumlah RKA-SKPD yang
Diverifikasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

53 dokumen 309,870,500 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah RKA-SKPD yang
Diverifikasi

53 dokumen 450,000,000

5 0

2

0

2

1.

0

1

0
4

Koordinasi,
Penyusunan dan

Verifikasi Perubahan
RKA.SKPD

Jumlah Perubahan
RKASKPI)
yang Diverifikas

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

53 dokumen 3 12,905,500 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Perubahan
RKASKPD
yang Diverifikas

53 dokumen 450.000,000

r00
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Koordinasi,
I'enyusunan dan
Verifikasi DPA- SKPD

Jumlah DPA-SKPD yang
Diverifika-si

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

53 Dokumen 20,000,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Perubahan
DPASKPD
yang Diverifikasi

53 Dokumen 70,000,000

5 0

2

0

2

1.

0

I

0
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Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA.SKPD

Jumlah Perubahan
DPASKPD
yang Diverifikasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Keluralnn

53 Dokumen 20,000,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara Jumlah Perubahan
DPASKPD
yang Diverifikasi

53 Dokumen 70,000,000
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2

0

2

l.
0
1
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Koordinasi dan
Penyusunan PeraturaD
Daerah lentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabarzn APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Jumlah
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

.l Dokumen 2,354,469,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Jumlah
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

4 Dokumen 3,050,000,000
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Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah rentang
Penjabamn Perubahan
APBD

Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Kota
Makassar.
Semua
Kecamsta
n, Semua
Kelurahan

3 Dokumen 403,560,000 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

3 l)okumen 650,000,000

5 0

.,

0

2

1.

0

I

0
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Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

Jumlah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

5 Dokumen 332,48 1,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

5 Dokumen 1.000,000,000

,t 0

)

0 1.

0

1

I
I

Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamala
n, Semua
Kelurahan

.l Dokumen PENDAPATA
N ASLI
DAE,RAH
(PAD)

Arggaran Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanj a Daerah

4 Dokumen

5 0

2

0

,
l.
0
2

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah KabuJraten/Kota 2,062,323,300 3,300,000,000

5 0

7

0

2

1.

0
2

0
2

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang,APBD
Kabupatenfl( ota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/I(ota

Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

24 Lapomn 393,429,800 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi
Kabupaten/I(ota

24 Laporan 550,000.000
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2
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2
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Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD
Kabupaten/I( ota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan PeraturanKepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

24 Laporan 230,435,1 00 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan PeraturanKepala
Da€rah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota

24 Laporart 450,000,000

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/I(ota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjauaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/I(ota

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

74 l.aporan 499,984.800 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungi awaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/l(ota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/I(ota

T4Lapran 600,000,000

Asistensi Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/I(ot8

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

,l Dokumen PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Jumlah Dokumen yang
Mendapatkan Layanan
Asistensi

4 Dokumen

Jumlah Laporan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawatran
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Pe nj abaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen yang
Mendapatkan Layanan
Asistensi
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Sosialisasi Regulasi
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Lapran Hasil
Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

2 Laporan 468,485,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Anggaran Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan

2 Laporan 1,000,000,000

5 0

2

0

2

1.

0
)

I
0

Konsultasi dan
Koordinasi Pembinaan
Pcnyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Pertanggungj
awaban Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/tr( ola dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungi arvaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/I(ota

Jumlah Dokumen Hasil
Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan
APBDKabupaten /Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

24 Dokumen 299,992,400 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Dokumen Hasil
Konsulusi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan
APBDKabupaten/I(ota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentarg Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

24 Dokumen 400,000,000

300,000,0005 0 1.

0

2

0

22

I

2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
tr"".rh llors6lirhsi
Provinsi
dan KabupaterlK ota
dan Statistik Keuangan
Pemerintaha n Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Konsolidasiiu: Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik
Keuangan Pemerinahan
Daerah

"161 Dokumen 169,996,200
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Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntarrsi Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/I(ota dan Statistik
Keuanggn Pemerintahan
Daerah

361 Dokumen
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5 0

,
0

2

I.
0

3

Koordinasi dan Pengclolaan Perbendaharaan Dacrah 3,498,309,800 5.640,000,000

5 0

1

0

2

1,

0

3

0
I

Koordinasi dan
I'engelolaan Kas
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

l0 Dokumen 1,724,571,800 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Dokumen l{asil
Koordirrasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

l0 Dokumen 2,510.000.000

5 0

2

0

2

1.

0

3

0
3

Irenyiapan,
Itelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

721 Dokumen 200,000,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

72 I Dokumen 350,000,000

5 0

)

0

2

l.
0
J

0
5

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkonisasi.
Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Fasititasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Kota
Makassar,
Semua
Kecarnata
n, Semua
Kelurahan

I Dokumen 429.997.O00 Perbendahara
an

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evalua-si Pen gelolaan Dana
Perimbangar dan Dana
Transfer Lainnya

8 Dokumen 700^000,000PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)
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5 0

2

0

2

1.

0

J

0
6

Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan
'l'ransaksi Non Tunai
dengan l-embaga
Keuangan Bmk dan
Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

13 Dokumen 344,9E7,000 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Dokumen Hasil
Koordirrasi, Pelaksanaan
Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

13 Dokumen 500,000,000

5 0

J

0

)

1.

0

3

0
7

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran
Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutar/
Pemotongan dan
Pen)'etoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyeroran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil Koordinasi
dalam rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemun gutan /Pemotongan

dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

28 Laproran 268,752,O00 Perbendahara
an

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan?emotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga ("FK) dan
Laporan Hasil Koordinasi
dalam rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pem ungutarvPemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

500,000,000
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5 0

2

0

1

I
0

3

0
I

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Serta
Pemungulan dan
Pemotongan Atas
SP2D
dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

.l Dokumen 130,000,000 Perbendahara
an

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

230,000,000PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

J 0

2

U

2

1

0

3

I

I
Pembinaan
Penatausaha an

Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten 4(ota

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

75 Orang 400.000.000 PENDAPATA
N ASLI
DAERA}{
(PAD)

Perbendahara
an

Jurnlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

75 Orang 850.000,000

5 0

2

0

2

l.
0
4

4,600,000,000Koordinasi dan Pelaksanean Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daemh 2,787,386,000

0 0

"))

0
2

1.

0

4

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan- LO, dan
Beban

Rekonsiliasi dan Verifi ka-si

Asct. Kewajiban, Ekuitas.
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan. Pendapatan-LO,
dan Beban

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Scmua
Kelurahan

r3l PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewaj iban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja.
Pembiayaan, Pendapatan-LO,
dan Beban

l3l Dokumen 500.000,000
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5 0

a

0

)

I
0
4

0
4

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang Terkonsolidasi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

I 166 Laporan 649,984,900 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Lapxnan Keurngan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah yang Terkonsolidasi

I 166 Laporan 900,000,000

Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

Jumlah Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

Kota
Makassar,
Semua
Kecamala
n, Semua
Kelurahan

9 Dokumen t,179,99630o PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Petaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Perafuran
Kepala Da€rah tentang
Penjabaran
Pertrnggungjawaban
Pelaksanaan APBD hovinsi

9 Dokumen r,700,000,000

5 0

)

0

2

1.

0

4

0
6

Penyusunan
Tanggapan/Ti ndak
l,anjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungi arvaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas

Laporan
Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD

Kota
Makassar,
Semua
Kecamala
n. Semua
Kelurahan

25 Dokumen 247,444,900 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanj ut
terhadap LHP BPK atas

Laporan
Pertanggung)awaban
Pelaksanaan APBD

25 Dokumen 650.000,000
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5 0

2

0

2

1.

0

4

I
t

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungi arvaban
Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Akuntansi. Pelaporan dan
Pertanggungiawaban
Pemerintah hovinsi

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

288 Orang 409,972,400 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Atuntansi, Pelaporan dan
Pertanggung)awaban
Pemerintah Provinsi

288 Orang 850,000,000

5 0

,

0

.,

l.
0
5

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2*rsr,165,221,5
62

3,081,341,779,1
12

5 0

2

0

)

I
0

5

0
4

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pcmbayaran
Cicitan Pokok dan Bunga
Pinj aman Pemerintah Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

4 Laporan 2.049.7t7.475 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah

4 Laporan 2,200,000.000

0

2

0

)

l,
0

0
8

Analisis Pcrencanaan
dan Penyaluran
Ilantuan Keuangan

Jumlah Laporan Hasil
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

4 Laporan 542,224,433,676 PENDAPATA
NASLI
DAXRAH
(PAD)

Akuntansi Jumlah Laporan Hasil
Anal isis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

4 Laporan 267,463,s47,000
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5 0

a

0

.,

l.
0

5

0
9

Pengelolaan Dana
Darurat dan
Mendesak

Jumlah Laporan llasil
Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

4 Laporan r1,726,386,278 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Perbendahara
an

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Darumt
dan Mendesak

4 Laporan 40,000,000.000

) 0

2

0

2

I
0

I
0

I'engelolaan Dana bagi
llasil Provinsi

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Provinsi

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

4 Laporan 1,995,164.684, I
33

PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

Alggaran Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Provinsi

4 Laporan 2,771,678,232,1
t2

5 0

,

0

3

PROGRAM PENGEI,OI,AAN BARANG MILIK DAERAH s,001,284,000 7,220,000,000

5 0

1

0

3

1.

0
I

Pengelolaan Barang Milik Daerah 5,001,284,000 7,220,000,000

5 0

2

0

3

I
0
1

0
I

Penlusunan Standar
IIarga

Jumlah Standar Harga yang
Disusun

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

6 Dokumen 3 13,366.500 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Standar Harga yang
Disusun

6 Dokumen 500,000,000

ll0
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5 0

1

0

3

I
0

1

0
2

Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah
dan Standar
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Jumlah Standar Barang Mitik
Daerah darr Standar
Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

2 Dokumen 60,852,s00 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

I]MD Jumlah Stsndar Barang Milik
Daerah dan Standar
Kebutuhan
Barang Milik Daerah

2 Dokumen I 20,000,000

5 0

2

0

3

1,

0
I

0
3

Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

5 Dokumen 49,530,700 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah

5 Dokumen 200,000,000

{ 0

)

0

3

1.

0

1

0
5

Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Kota
Makassar.
Semua
Kecamala
n, Semua
Kelurahan

[91 Laporan 247,945,100 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah L,aporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah

19 I Laporan 400,000,000

5 0

2

0

J

1.

0

1

0
6

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah

Kota
Maka.ssar,

Semua
Kecamala
n, Semua
Kelurahan

55 Laporan 1.o42,u5,700 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Laporan Hasil
lnvenlarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah

55 Laporan r,350.000,000

5 0

2

0

3

t.
0
I

0
7

I'engamanan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Ilasit
Pengamanan Barang Milik
Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

5 l-aporan 1,423,067.200 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Laporan Hasil
Pengamanan Barang Milik
Daerah

5 Laporan 2.200,000,000
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5 0

2

0

3

I
0

I

0
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Penilaian Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Rarang Milik
Dacrah

Kota
Makassar.
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

I Laporan 618,622,500 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMI) Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Ba,rang Milik
Daerah dan Hasil Koordinasi
Penilaian Barang Milik
Daerah

I [,aporan 800,000.000

5 0

)

0

J

l.
0

1

0
9

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan

3 Laporan 387,329.500 PENDAPATA
N ASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Laporan Hasil
Pengavvasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3 Laporan 550.000,000

0

7

0

J

1.

0

I

I
0

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
I'emindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan.
Pemanfaaln,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Dacrah

Kota
Makassar,
Semua
Kecamata
n. Semua
Kelurahan

59 Dokumen 857,724,300 PENDAPATA
NASLI
DAERAH
(PAD)

BMD Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan.
Pemindahtanganan,
Pemusnahan. dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

59 Dokumen 1,100,000,000

TOTAL 2,607,850,883,0
54

3,15t.761,295,1
20
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BAB V

5.1. KaidahPelaksanaan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Tahun 2023 ini merupakan

acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

(RKA-PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang

selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-

PD). Olehnya ilu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada

seluruh stakeho/der untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di tahun 2023, yang pada akhimya akan mendukung pencapaian sasaran

program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Renja ini,

merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA-PD) Tahun 2023;

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BKAD Prov.

SulSel wajib meniadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam melaksanakan

program dan kegiatan di unit kerja masing-masing, sehingga dapat dihasilkan

capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen

ini;

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian

kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target

dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023
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dan melaporkannya secara berkala kepada Gubemur dengan tembusan ke Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan setiap 3 bulan;.

4. Melaksanakan koordinasi, monitorirg dan evaluasi hasil pdaksanaan renja secara

berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil

pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama Tahun 2023.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit

kerja lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulalvesi Selatan untuk

menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Perubahan Rencana Keqa (Renja-P) Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang

disusun sebelum melaksanakan program dan kegiatan. Penyusunan Renja ini tentunya

tidak lepas dari hasit evaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan di tahun-tahun

sebelumnya, penjabaran dari Perubahan Rencana StratEis BKAD 2018-2023, serta

berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

yang tercantum dalam Peerubahan RKPD Tahun 2023, dan juga dengan tetap

memperhatikan peluang, potensi, dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Penyusunan Perubahan Rencana Kuja Perangkat Daerah bukan hanya

merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab sebuah organisasi kepada

masyarakat dalam mengemban amanah. Besar harapan kami, penyusunan Perubahan

Rencana Keria (Renia-P) Tahun 2023 ini dapat mernberi surnbangsih bagi keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran BI(AD Prov. SulSel, serta menjadi cerminan dalam

mewufudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govemance), Untuk itu mohon

dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menulu kesempumaan dokumen

perencanaan.

Makassar, 1 Juni 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
i Sul si Selatan

D H. mad Ras
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